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l. Pendahuluan

Globalisasi membuat pasar dan perusahaan tumbuh melampaui batas-batas negara.
Hampir bisa dipastikan bahwa kebijakan ekonomi pun akan mengikuti tren ini dan
dengan demikian ia menjadi suatu kebijakan dengan dimensi internasional.
Koordinasi dan kerjasama internasional semakin dikedepankan dalam agenda
kebijakan ekonomi. Tapi masih diperdebatkan bidang-bidang apa saja yang perlu
diperhatikan untuk melakukan koordinasi internasional dan sejauh apa jangkauan

koordinasi tersebut.

Sebuah contoh ilustratif untuk pandangan yang berseberangan — yang muncul
dalam perdebatan tersebut — adalah pergolakan dalam pasar uang internasional.
Bagi banyak pengamat, pergolakan itu merupakan bukti atas makin mendesaknya
kebutuhan untuk melakukan upaya-upaya guna meredam spekulasi pasar devisa
yang dikoordinasikan secara internasional. Sebaliknya pengamat lain merujuk pada
fakta bahwa negara-negara yang terkena krisis baru bisa didorong untuk tetap
bertahan pada nilai tukar mata uang yang terlalu tinggi dengan cara memberikan
harapan akan bantuan dana internasional. Jadi, demikian pandangan kelompok
pengamat ini, masalahnya bukan terletak pada kurangnya koordinasi kebijakan
yang bersifat internasional, melainkan malah terlalu banyaknya koordinasi seperti
itu. Diskusi di bidang-bidang lain juga berjalan dengan berbagai pertentangan
pandangan, contohnya di bidang kebijakan persaingan internasional yang

merupakan bahasan utama tulisan ini.

Seiring dengan gelombang mega merger di seluruh dunia yang dimulai pertengahan
tahun 80-an — dan yang belum juga berhenti sampai sekarang — meski disadari
perkembangan itu terlalu bersifat euforia, tentu saja kebijakan persaingan
internasional menjadi salah satu topik terhangat dalam wacana kebijakan tatanan
global. Motif apa saja yang ada di balik gelombang merger tersebut, bagaimana ia
merubah struktur-struktur perusahaan dan dampak apa yang ditimbulkannya
terhadap persaingan global, semua ini akan diuraikan dalam Bab II. Juga diuraikan
di sini bahwa gelombang merger di banyak bidang itu tidak akan memberikan
masalah terhadap kebijakan persaingan, karena pasar-pasar yang relevan tumbuh

lebih cepat daripada perusahaan sebagai akibat dari globalisasi. Sebaliknya, di



bagian-bagian tertentu persaingan terancam. Akan tetapi, alasan ini saja tidak cukup
untuk membuat suatu kebijakan persaingan yang bersifat internasional, karena
faktanya, aturan-aturan pemerintah itu — baik itu bersifat nasional maupun

internasional — tidak selalu cocok untuk mendorong persaingan.

Kriteria-kriteria apa saja yang harus diperhatikan secara mendasar pada saat
melakukan koordinasi politik internasional dan di mana kebijakan persaingan yang
bersifat internasional seharusnya ditempatkan dalam koordinasi tersebut, akan
dibahas dalam bab lll. Pada tahap berikutnya dibuat suatu pengecekan apakah
kerjasama antara otoritas-otoritas yang mengurus masalah persaingan nasional
yang telah dipraktekkan selama ini sudah memadai dan sejauh apa tingkat
memadainya. Pengecekan ini perlu guna menjamin persaingan untuk waktu yang
lama di era globalisasi ini. Sebagai landasan dasar untuk itu dibuat 22 studi kasus
menyangkut persaingan internasional (Bab IV). Dalam Bab V diuraikan mengapa
sebuah tatanan persaingan global dapat dilihat sebagai perkembangan lanjutan
yang konsisten dari sebuah tatanan perdagangan internasional. Tidak hanya sampai
di situ: dalam bab ini juga diusulkan bagaimana perkembangan lanjutan seperti ini
kiranya bisa dilaksanakan pada tataran politik. Bab VI merangkum kesimpulan-
kesimpulan dari studi ini dalam bentuk teori sesuai dengan sudut pandang kebijakan

ekonomi.

Dalam lampiran ditunjukkan kutipan-kutipan dari dokumen-dokumen penting tentang

kebijakan persaingan yang bersifat internasional.



Il. Globalisasi dan persaingan

Apakah globalisasi membuat persaingan jadi lebih intensif karena perusahaan
multinasional yang beraksi di seluruh dunia mulai memasuki pasar nasional yang
dulu pernah terlindungi itu, atau apakah globalisasi membahayakan persaingan di
dunia karena ia mendorong terjadinya mega merger yang bersifat internasional? Kita
tidak bisa mengelak dari jawaban atas pertanyaan ini hanya dengan memberikan

alasan yang rinci terhadap perlunya sebuah tatanan persaingan global.
1. Dampak-dampak investasi langsung internasional terhadap persaingan

Apabila perdagangan dunia dan arus investasi langsung di seluruh dunia meningkat
dengan lebih cepat daripada produksi dunia, maka pembagian kerja internasional
menjadi semakin dalam dan integrasi ekonomi dari perekonomian nasional
meningkat. Proses globalisasi seperti ini terlihat jelas dalam beberapa dasawarsa
yang lalu. Ketika itu, khususnya investasi langsung lah yang mendorong terjadinya
globalisasi. Kalau produksi dunia dan perdagangan dunia sejak 1982 meningkat
menjadi tiga kali lipat, maka investasi langsung bertambah lebih dari 30 kali lipat
(tabel 1).* Bidang apa yang saat ini menjadi titik berat jaringan perusahaan
internasional dalam ekonomi dunia, terlihat jelas pada kegiatan ekspor anak-anak
perusahaan mereka yang beroperasi di luar negeri: sejak 1982 nilai ekspornya
meningkat lebih dari lima kali lipat, dan andilnya pada perdagangan dunia secara
keseluruhan naik dari hampir sepertiga pada tahun 1982 menjadi setengahnya pada

2000. Trennya jelas melonjak naik.

Terutama di Jerman, tapi juga di negara-negara lain, masalah investasi langsung ini
menjadi bahasan utama dalam apa yang disebut dengan perdebatan tentang lokasi
usaha. Atraktif atau tidaknya sebuah negara sebagai lokasi usaha bagi investor yang
bermain di tingkat internasional dapat dilihat dalam neraca investasi langsung,

demikian bunyi argumentasi yang sering diajukan.



Tabel 1 Indikator terhadap globalisasi ekonomi dunia

1982 1990 2000
produk kotor dalam negeri
dalam miliar dolar AS 10612 21475 31895
1982 =100 100 202 301
investasi langsung
(capital outlow)
dalam miliar dolar AS 37 235 1150
1982 =100 100 635 3108
ekspor barang dan jasa
dalam miliar dolar AS 2124 4381 7036
1982 =100 100 206 331
ekspor anak-anak perusahaan
milik perusahaan besar multinasional
yang beroperasi di luar negeri
dalam miliar dolar AS; 637 1166 3572
1982 =100 100 183 561

Sumber: UNCTAD (2001)

Saldo negatif seperti yang pernah terdapat dalam neraca investasi langsung negara
Jerman selama beberapa tahun, merupakan indikasi bahwa pihak investor
internasional meninggalkan negara yang bersangkutan, dan itu artinya dibutuhkan

reformasi mendasar guna memperbaiki atraktivitas lokasi usaha.

Diskusi tentang lokasi usaha ini baru kembali hangat di Jerman ketika pada 2000
Vodafone membeli perusahaan Mannesmann AG dengan rekor harga 186 miliar

dolar AS, dan dengan demikian neraca investasi langsung Jerman yang tadinya

!Investasi langsung dari negara-negara yang mengekspor modal (capital outlow) yang
ditampilkan dalam tabel ini tidak selalu cocok dengan arus modal negara-negara investor
disebabkan masalah-masalah penyusunan statistiknya.



secara tradisional selalu defisit menjadi surplus. Perubahan total ini sama sekali
tidak dirayakan sebagai keberhasilan kebijakan Jerman menyangkut lokasi usaha,
tapi malah memunculkan diskusi hangat tentang bagaimana membuat aturan-aturan
tentang pengambilalihan perusahaan yang lebih ketat atau sejenisnya yang kiranya

bisa menghindari penjualan habis-habisan ekonomi Jerman.

Pertanyaan apakah arus investasi langsung dari investor luar negeri bisa dinilai
sebagai indikator terhadap kuat atau lemahnya lokasi usaha dalam negeri, di mata
publik hal itu sangat tergantung pada apakah modal asing tersebut digunakan untuk
membangun kapasitas produksi baru (greenfield investments) atau untuk membeli
perusahaan-perusahaan milik negara bersangkutan. Ternyata kesan yang ada
dalam masyarakat luas sampai waktu terjadinya merger Vodafone/Mannesmann
adalah bahwa investasi langsung yang berasal dari investor internasional itu
terutama sekali dilakukan dalam konteks greenfield investments sehingga setiap
investasi langsung dari luar negeri dianggap akan meningkatkan produksi dan
lapangan pekerjaan di dalam negeri. Sementara investasi langsung Jerman ke luar

negeri disamakan dengan mengekspor lapangan kerja.

Akan tetapi, diskusi ini tidak akan dibahas lebih mendalam dalam tulisan ini
(informasi yang lebih detail bisa dilihat dalam Klodt, Maurer 1996; Klodt 1999). Yang
lebih penting dalam konteks tulisan ini adalah bahwa dampak-dampak investasi
langsung terhadap kebijakan persaingan sangat dibedakan oleh pertanyaan apakah
investasi langsung tersebut dilakukan dalam bentuk greenfield investments atau

merger.

Biasanya sangat mungkin greenfield investments itu membuat persaingan di negara
lokasi usaha yang bersangkutan menjadi lebih kuat, karena jumlah penawar dalam
pasar ini pun bertambah dan kapasitas tawaran dinaikkan. Sebaliknya, dampak-
dampak merger yang lintas batas terhadap persaingan tidak begitu mudah untuk
dinilai. Jika misalnya sebuah bank besar asing membeli sebuah bank kecil Jerman
dan memanfaatkan pembelian itu sebagai jembatan awal memasuki pasar Jerman,
maka tentu saja persaingan yang sangat dipengaruhi bank-bank besar lokal akan
menguat. Namun sebaliknya jika perusahaan asing yang bergerak di bidang
perdagangan kecil (eceran) membeli sekaligus beberapa rantai perdagangan
eceran, maka persaingan menjadi lemah. Jadi, dengan cara ini globalisasi yang

terus bergerak maju mungkin bisa berdampak mengurangi persaingan meskipun di



luar itu ia (khususnya melalui perluasan wilayah pasar-pasar yang relevan) jelas

berdampak memicu persaingan.

Seberapa besar andil merger pada investasi langsung, tidak bisa dijawab dengan
mudah dalam bentuk statistik. Masalahnya investasi langsung dibuat dalam konteks
statistik neraca pembayaran, sementara statistik merger umumnya dibuat
berdasarkan laporan-laporan dari perusahaan yang bersangkutan.? Perbedaan
kedua statistik ini makin jelas apabila praktek pembelian perusahaan paling tidak
sebagiannya didanai dari pasar modal asing. Kalau saja Vodafone mendanai
pembelian Mannesmann AG dengan kredit yang dipinjam dari bank-bank besar
Jerman (tapi faktanya lain), mungkin merger ini tidak akan muncul dalam neraca

investasi langsung Jerman.?

Di Amerika Serikat ada data-data yang telah dipersiapkan secara khusus untuk
investasi langsung. Data-data ini memungkinkan orang menyelidiki andil merger
pada investasi langsung. Data-data itu menunjukkan bahwa arus investasi
internasional nampak jelas didominasi oleh aktivitas-aktivitas merger dan bahwa

bobot relatif mereka bertambah dengan pesat sejalan dengan waktu (Tabel 2).

Kesan ini menjadi benar jika orang membandingkan perkembangan investasi
langsung di seluruh dunia dengan perkembangan merger yang lintas batas atau
bersifat internasional (grafik 1). Memang — seperti yang telah diutarakan sebelumnya
— basis datanya sangat berbeda sehingga perbedaan antara keduanya tidak bisa
disamakan dengan investasi dalam konteks greenfield investments di seluruh dunia.
Tapi garis sejajar dari dua model penanaman modal tersebut (lihat grafik 1)
menjelaskan seberapa jauh pengaruh gelombang merger internasional terhadap
perkembangan terkini dari investasi langsung internasional. Bahkan pada tahun
2000 volume merger yang bersifat lintas batas negara yang senilai 1.144 miliar US-$
itu hampir sama dengan volume investasi langsung di seluruh dunia (1.150 miliar
US-$; lihat tabel 1).

2 Tentang masalah pembatasan dalam statistik yang lebih detil silakan lihat UNCTAD
(2000), h. 105

% Kalau ini terjadi maka merger ini akan dimasukkan dalam statistik investasi langsung
karena ia didasari pada data-data perimbangan perusahaan. Seberapa jauh perbedaan



Tabel 2 Investasi langsung investor luar negeri di Amerika Serikat

berdasarkan jenis penanaman modalnya

Total investasi Investasi-greenfield Merger dan

pengambilalihan

perusahaan
Mil. $ Mil. $ % Mil. $ %
1980 12,2 3,2 26,3 9,0 73,7
1981 23,2 51 21,8 18,2 78,2
1982 10,8 4,3 39,3 6,6 60,7
1983 8,1 3,2 40,1 4,8 59,9
1984 15,2 3,4 22,1 11,8 77,9
1985 23,1 3,0 13,1 20,1 86,9
1986 39,2 7,7 19,7 314 80,3
1987 40,3 6,4 15,8 33,9 84,2
1988 72,7 78,0 10,8 64,9 89,2
1989 71,2 11,5 16,1 59,7 83,9
1990 65,9 10,6 16,1 55,3 83,9
1991 25,5 7,7 30,3 17,8 69,7
1992 15,3 4,7 30,8 10,6 69,2
1993 26,2 4,5 17,0 21,8 83,0
1994 45,6 6,9 15,1 38,8 84,9
1995 57,2 10,0 17,5 47,0 82,5
1996 79,9 11,2 14,0 68,7 86,0
1997 69,7 9,0 12,9 60,7 87,1
1998 201,0 20,3 10,1 180,7 89,9

Sumber: UNCTAD (2000), h. 249

antara arus modal dan perubahan-perubahan suplai dalam berbagai statistik investasi
langsung internasional, dibahas dalam buku Klodt (1999).



Grafik 1 Investasi langsung di seluruh dunia (capital outlow) dan merger

lintas batas negara (dalam miliar dolar AS)

1200 1200
1000 1000
Investasi Langsung
800 800
merger lintas batas
600 600
400 400
200 200
0 0
1990 1995 2000

Sumber: UNCTAD (2000, 2001)

Jika kita ingin menilai secara keseluruhan konsekuensi globalisasi terhadap
intensitas persaingan usaha dalam ekonomi rakyat yang sangat maju itu dan dalam
ekonomi dunia, maka kita harus mendalami dulu latar belakang gelombang merger

yang berkembang saat ini.
2. Gelombang merger di seluruh dunia

Jumlah peleburan atau merger dan pengambilalihan perusahaan di seluruh dunia
pada 2000 lalu bertambah tiga kali lipat dari tahun 1990; bahkan volume transaksi
naik 12 kali lipat (grafik 2). Memang banyak aktivitas merger didanai dengan cara
tukar-menukar saham sehingga volume transaksi merger melalui spekulasi pada

bursa untuk beberapa waktu dinilai terlalu tinggi. Namun bila kita memperhatikan
efek ini, maka tentu saja perkembangan itu bisa dikatakan sebagai pengaruh dari

gelombang merger yang mulai muncul tahun 90-an. Kelihatannya gelombang ini
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mencapai puncaknya pada tahun 2000, tapi pada tahun 2001 gelombang itu belum

benar-benar hilang.*

Grafik 2 Jumlah dan volume (dalam miliar dolar AS) merger perusahaan di

seluruh dunia
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Keterangan: balok hitam: jumlah merger (sumbu kiri); balok putih: volume
transaksi (sumbu kanan)

Sumber: Thomson Financial Securities Data (sesuai urutan tahun)

Menurunnya nilai pada bagian volume khususnya merefleksikan anjloknya kurs pada
bursa yang membuat perusahaan-perusahaan yang diperdagangkan menjadi

murah. Pada bagian gelombang merger memang juga terlihat adanya penurunan,
tapi tingkatnya masih tetap berada di atas nilai pada paruh pertama tahun 90-an

sebelum gelombang merger terkini dimulai.

* Pada paruh pertama tahun 2000 jumlah merger di seluruh dunia mencapai 11.524 (paruh
pertama 2001: 16.303), dan volume transaksi berjumlah 590 Miliar US-$ (paruh pertama
2001: 903 Miliar US-$).

12



Gelombang-gelombang merger juga sudah ada di masa-masa sebelumnya, dan
setiap gelombang ini mempunyai ciri khas tersendiri. Dari dulu hingga sekarang
pemicu munculnya gelombang merger masih sama, yaitu guncangan-guncangan
dari luar (exogene Shocks) yang misalnya disulut oleh perkembangan teknologi atau
dari perubahan-perubahan kondisi politik yang menimbulkan guncangan. Karena
tidak semua sektor industri terkena guncangan-guncangan ini secara bersamaan,
maka berbagai gelombang merger menunjukkan titik berat yang khas dan pada
sektor yang selalu berbeda dari gelombang merger yang satu dengan yang lainnya.
Dalam bukunya, Andrade dkk. (2001) menunjukkan bagaimana struktur sektor
industri dari aktivitas-aktivitas merger di Amerika Serikat pada tahun 70-an
dipengaruhi oleh guncangan harga barang mentah, di tahun 80-an oleh

mikroelektronik dan pada tahun 90-an oleh kebijakan deregulasi.

Teori guncangan (shocks) yang bersifat eksogen dan yang spesifik di sektor industri
tertentu sebagai pemicu gelombang merger juga bisa dikemukakan untuk
menjelaskan periode-periode merger sebelumnya, seperti yang akan disinggung
secara singkat berikut ini. Meskipun disadari, tidak mudah mengidentifikasikan
gelombang-gelombang merger di masa lalu dalam bentuk statistik dengan
sempurna, karena statistik merger yang dibuat secara sistematis di seluruh dunia
baru diterapkan pada tahun-tahun terakhir ini. Untuk Uni Eropa misalnya, data time
series gelombang merger mulai pada akhir tahun 80-an ketika pengawasan
bersama terhadap merger terbentuk. Untuk Jerman Barat yang mengenal
pengawasan merger sejak amendemen UU tentang kartel pada 1973, data-data
tentang merger sudah ada sejak pertengahan tahun 60-an. Sebaliknya, data time
series tentang gelombang merger yang lebih lama ada di Amerika Serikat, karena
pada tahun 1905 saja di negara ini telah diterapkan pengawasan terhadap praktek
merger dan sebagai persiapannya telah dibuat statistik merger sejak akhir abad
sebelumnya. Kalau kita mengambil data-data ini sebagai landasan dasar dan
memperhatikan bahwa ada beberapa kekosongan dalam data time series itu karena
sumber-sumbernya yang berbeda, maka ada lima gelombang merger yang bisa

diidentifikasikan untuk kurun waktu seratus tahun lalu (grafik 3):

Grafik 3 Jumlah merger perusahaan di Amerika Serikat
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Sumber: Select Committee on Small Business (1962); Mergerstat Review (sesuai
urutan tahun)

Gelombang pertama bisa dicatat dalam kurun waktu tahun 1897 sampai
1904. Gelombang ini merupakan pantulan dari revolusi industri ketika
penggunaan tenaga uap secara luas memungkinkan tercapainya skala hasil
yang tinggi di bidang industri berat. Selanjutnya gelombang tersebut memicu
terbentuknya perusahaan-perusahaan industri besar yang sampai saat ini
masih menentukan perekonomian tua di Amerika Serikat dan di tempat lain.
Aktivitas merger khususnya yang bersifat horisontal dari gelombang pertama
ini dihentikan dengan disahkannya Sherman Act dan Clayton Act. Sejalan
dengan dua Undang-undang ini, merger bisa dilarang apabila ia menimbulkan
kekuasaan pasar yang tidak diharapkan.®

Gelombang kedua kira-kira dimulai tahun 1920 dan bertahan sampai 1929.
Tapi karena merger yang bersifat horisontal dilarang dengan berlakunya
Clayton Act, maka kali ini yang mendominasi adalah merger yang bersifat
vertikal dan merger konglomerat (Konglomeratfusionen). Fokus bidang usaha
diperluas pada bidang perkeretaapian dan bidang energi di mana adanya
jaringan rel dan listrik memudahkan konsentrasi perusahaan.

Gelombang merger ketiga dicatat dari tahun 1965 sampai 1975. Yang

mendominasi pada gelombang ketiga ini adalah upaya untuk memperoleh

® Untuk mendapatkan rangkuman tentang Undang-undang Persaingan Amerika Serikat bisa
lihat misalnya Schmidt (2001), h. 249 dst.
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keuntungan besar dengan cara produksi besar-besaran dalam industri
barang-barang industri serta diversfikasi berbagai pilihan produk melalui
pembelian perusahaan dari pasar-pasar lain. Dengan latar belakang
gelombang ini pengawasan terhadap praktek merger pun lebih diperketat di
Amerika Serikat (Hart-Scott-Rodino Improvements Act 1976), dan di Jerman
untuk pertama kalinya diterapkan pengawasan terhadap merger setelah
adanya Amandemen Kedua UU Kartel tahun 1973.

Gelombang keempat yang terjadi dari 1984 hingga 1988 tidak begitu dominan
di Amerika Serikat jika dibandingkan dengan di Eropa — di mana dalam
rangka menyempurnakan pasar tunggal Eropa saat itu, perusahaan nasional
dijadikan perusahaan Eropa. Hasil dari gelombang ini dalam konteks
kebijakan persaingan adalah disahkannya peraturan Uni Eropa tentang
pengawasan terhadap merger pada tahun 1989 (berlaku sejak 21 September
1990). Kata kunci gelombang merger keempat ini adalah efek sinergi
(Synergieeffekte) yang diharapkan dapat dicapai melalui penyatuan bidang-
bidang produksi dengan teknologi terkait. Sejalan dengan itu fokus
sektoralnya ditentukan pada cabang-cabang yang menggunakan teknologi
secara intensif.

Gelombang merger kelima yang mulai 1995 ditandai dengan kata kunci
globalisasi dan deregulasi. Sejalan dengan globalisasi pasar-pasar pun
tumbuh; dan struktur-struktur perusahaan menyesuaikan diri dengan
pertumbuhan ini. Dalam hubungannya dengan deregulasi, monopoli nasional
yang tadinya tertutup menjadi terbuka untuk persaingan internasional, dan
ada kemungkinan untuk menancapkan kuku di pasar-pasar nasional dengan
cara melakukan pembelian tambahan secara terarah terhadap penawar-
penawar asing. Di satu sisi titik berat dari sektor industri pada gelombang
merger yang terjadi sekarang adalah di bidang-bidang dimana pasar-pasar
yang sudah terglobalisasi mempunyai peran penting (misalnya di bidang
industri otomobil atau farmasi). Sementara di sisi lain titik beratnya ada pada
bidang-bidang dimana deregulasi telah menyebabkan terjadinya perubahan
mendasar kondisi politik (khususnya dalam bidang telekomunikasi dan

pengolahan energi).
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Globalisasi terutama sekali didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi
modern yang membuat pembentukan dan pengorganisasian asosiasi perusahaan-
perusahaan di seluruh dunia menjadi jauh lebih mudah dan murah daripada dulu.
Kebijakan deregulasi pada tahun-tahun sebelumnya, paling tidak di bidang
telekomunikasi, juga banyak dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi
karena teknologi ini membuat semakin berkurangnya monopoli dalam bidang
telekomunikasi yang hingga pada saat itu dikuasai oleh badan usaha pos dan
telekomunikasi milik pemerintah. Jadi bisa diidentifikasikan bahwa pemicu terjadinya
gelombang merger kelima ini adalah guncangan atau shock teknologi yang bersifat

bersamaan, yakni guncangan yang berada di balik globalisasi maupun deregulasi.

Guncangan di bidang teknologi ini sekaligus juga merupakan pemicu yang penting
terhadap terjadinya transisi ke arah Ekonomi Baru. Dalam literatur, awal Ekonomi
Baru ditulis sekitar pertengahan tahun 90-an, persis pada saat gelombang merger
kelima dimulai. Seperti yang kita temukan dalam berbagai analisa empiris, sejak
saat itu, khususnya di Amerika Serikat, kemajuan produksi ekonomi secara
keseluruhan bisa dirasakan melonjak dengan pesat. Kemajuan ini terutama sekali
didorong oleh perluasan teknologi informasi dan komunikasi modern (rangkuman

tentang topik ini silakan lihat Jorgensen 2001).

Motif dan latar belakang gelombang merger yang terjadi dari pertengahan 1995
hingga sekarang bisa dianalisa dari sudut pandang lain, yakni dengan
memperhatikan pertanyaan apakah dan sejauh apa perubahan teknologi mendorong
terjadinya perubahan struktur-struktur perusahaan dan apakah aktivitas-aktivitas
merger sekarang ini benar-benar memberi sumbangan untuk merealisasikan
struktur-struktur tersebut secara optimal. Aspek dari persaingan ini merupakan topik

sub bahasan berikut.
3. Perubahan-perubahan dalam struktur-struktur perusahaan

Apabila struktur-struktur perusahaan berubah, maka biasanya struktur-struktur pasar
dan kondisi persaingan pun ikut berubah. Oleh karena itu, pekerjaan apa saja yang
akan menjadi bagian kebijakan persaingan di masa depan dan sejauh apa pekerjaan
tersebut bisa dialihkan dari tingkat nasional kepada tingkat internasional, itu akan
sangat tergantung pada perkembangan struktur-struktur perusahaan. Sementara

struktur-struktur perusahaan ini sendiri sangat dipengaruhi oleh gelombang mega
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merger yang telah dibahas di atas dan oleh perubahan-perubahan sebagai akibat

dari perluasan teknologi informasi dan komunikasi modern.

Kalau dilihat sepintas, teknologi informasi dan komunikasi dan mega merger tampak
saling bertolak belakang. Karena menurut pendekatan biaya transaksi dari Coase
(1937) dan Williamson (1973), tingginya biaya transaksi pengkoordinasian aktivitas-
aktivitas ekonomi melalui pasar merupakan penyebab penting mengapa
sebenarnya ada perusahaan. Kalau sekarang biaya transaksi menurun dengan
diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi modern, maka kiranya bisa
diharapkan pelaksanaan aktivitas-aktivitas ekonomi melalui pasar menjadi
meningkat, sementara aktivitas ekonomi dalam perusahaan yang dibangun secara
hirarkis berkurang. Karena itu, perusahaan sebaiknya harus berupaya mengkotak-
kotakkan diri menjadi kesatuan lebih kecil yang bertindak secara mandiri — daripada
bergabung menjadi kesatuan yang selalu lebih besar dengan cara merger. Kalau
upaya ini diselaraskan dengan teori tradisional tentang bentuk pasar (Heuss 1965)

mungkin bisa diharapkan terjadinya pengintensifan persaingan.

Argumentasi ini bisa diperjelas dengan pengaturan proses-proses produksi dari
saluran-saluran informasi yang perlu dalam hirarki di satu pihak dan dalam jaringan
di pihak lain (grafik 4):

Grafik 4 Biaya komunikasi dalam hirarki dan dalam jaringan

Di sebelah kiri digambarkan sebuah perusahaan yang dibangun secara hirarki yang

terdiri dari delapan tenaga kerja produktif langsung (tingkat paling bawah) dan
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atasannya. Dalam gambar tersebut terlihat setiap satu atasan masing-masing dapat
mengawasi dua bawahan sehingga secara keseluruhan dibutuhkan tujuh atasan
agar hirarki tersebut berfungsi. Dalam gambar sebelah kanan tampak sebuah
perusahaan yang mempunyai jaringan sempurna di mana setiap pekerja produksi
berkomunikasi dengan semua dan sebagai ciri idealnya bahkan tidak membutuhkan

atasan. Tapi untuk itu tentu saja diperlukan saluran informasi yang lebih banyak.

Tentu saja gambaran di atas sangat bersifat skematis, namun demikian ia
menjelaskan bahwa keuntungan penting dari bentuk organisasi yang berdasarkan
hirarki terletak pada penghematan biaya informasi dan komunikasi, sementara
bentuk jaringan kurang memerlukan management-overheads. Apabila harga relatif
layanan informasi dan komunikasi turun, maka perusahaan-perusahaan besar yang
berstruktur hirarkis sebaiknya digantikan dengan unit-unit produksi yang lebih kecil

yang saling berhubungan.

Perubahan dalam struktur-struktur perusahaan yang terjadi sekarang bisa kita amati
secara garis besar. Bentuk-bentuk organisasi yang murni bersifat fungsional
digantikan dengan bentuk-bentuk organisasi yang berorientasi pada produk dan
pelanggan; dengan mengurangi managemen tingkat menengah, hirarki pun menjadi
lebih datar; masing-masing bagian perusahaan dijadikan profit-centers; dan
kemungkinan-kemungkinan untuk alih daya atau outsourcing dimanfaatkan secara
optimal (Picot dkk., 1998). Praktek Outsourcing bisa dilihat dalam penghitungan total
ekonomi. Dengan adanya penghitungan ini orang bisa melihat peningkatan kuota

pra-produksi sesuai dengan trennya (tabel 3).°

Tabel 3 Kuota pra-produksi (a) dalam ekonomi Jerman (b) (%)

dalam masing-masing harga  dalam harga 1995

1993 2000 1993 2000
Bisnis produksi 49,0 63,4 59,3 63,0
Total perusahaan 47,6 50,1 46,8 49,2
Semua bidang ekonomi 47,7 50,0 47,3 50,0

(a) Andil praproduksi pada nilai produksi. — (b) Semua bidang ekonomi tanpa

® Indikator lain terhadap makin pentingnya outsourcing bisa dilihat dalam Feenstra (1998)
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andil pemerintah dan organisasi swasta tanpa tujuan bisnis.

Sumber: Badan Pusat Statistik Jerman (2000, 2001); penghitungan sendiri

Namun di pihak lain, pada saat terjadi peralihan ke Ekonomi Baru, muncul
keuntungan-keuntungan besar yang dalam ekonomi lama cenderung kurang punya
peranan penting. Keuntungan yang paling pertama adalah reputasi penawar yang
menjadi faktor persaingan yang makin penting (bandingkan dengan Shapiro, Varian
1999). Penyebabnya adalah barang-barang yang diproduksi dalam ekonomi
kerakyatan yang berkembang pesat itu makin jelas menunjukkan karakteristik
“experience goods” — yang kualitasnya sulit dinilai dengan mudah oleh pembeli

melalui inspeksi sebelum barang-barang tersebut dibeli.”

Untuk dapat bersaing, tidak cukup hanya dengan membuat produk yang harga dan
kualitasnya sesuai. Penawar harus berusaha mendapatkan kepercayaan dari klien.
Dalam hal ini perusahaan-perusahaan besar punya satu keuntungan dalam
bersaing, yakni jika mereka berhasil mengalihkan reputasi yang diperoleh untuk
produksi tertentu kepada seluruh pilihan produk mereka. Harapan untuk meraih
skala ekonomi pada saat komersialisasi reputasi sendiri bisa menjadi motif merger

yang penting.

Bisa diduga bahwa motif merger ini memperoleh peran yang kuat dalam Ekonomi
Baru. Peralihan kepada Ekonomi Baru lebih berarti bahwa barang-barang informasi
sebagai faktor input menjadi semakin penting. Yang menarik perhatian dalam
perubahan struktur ini bukanlah tergantikannya cabang-cabang ekonomi lama oleh
yang baru, melainkan tergantikannya produk-produk tradisional oleh produk-produk
yang secara intensif memuat informasi (informationsintensiv). Memang produk-
produk ini bisa saja punya ciri-ciri tersendiri dalam berbagai sektor industri yang
berbeda, tapi ia mencakup semua sektor (Klodt, 2001). Semakin intensif nilai
informasi sebuah barang, maka semakin jelas pula karakter “good experience”-nya,

dan makin penting reputasi si penawar.® Reputasi sebuah nama merek yang sudah

" Kategori “experience goods” dan “inspection goods” pertama kali ditulis oleh Nelson (1970)
8 Keuntungan-keuntungan besar lainnya dalam Ekonomi Baru misalnya bisa muncul dari
keuntungan-keuntungan agregasi yang diperoleh dari praktek penyatuan barang (Bakos,
Brynjolfsson, 1999). Keuntungan seperti ini diraih dengan cara mengumpulkan penawaran
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mapan memiliki karakter barang publik (6ffentliches Gut) ketika ia digunakan dalam
sebuah perusahaan. Barang publik ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa bidang
perusahaan tanpa munculnya rivalitas dalam penggunaannya. Contoh-contoh lain
untuk barang-barang publik yang ditangani secara spesifik oleh perusahaan adalah
hasil-hasil penelitian dan pengembangan atau perkembangan metode managemen
yang produktif. Sejalan dengan perubahan struktur menjadi Ekonomi Baru, semua
aktivitas ini menjadi penting. Semakin mirip unit-unit perusahaan yang berbeda-beda
itu, maka semakin besar pula kemungkinan hilangnya potensi untuk memperoleh
skala ekonomi dalam semua bidang. Ini merupakan argumentasi yang menjelaskan
terjadinya merger horisontal. Faktanya, merger-merger horisontal dapat dirasakan
telah memperoleh peran penting dalam merger lintas batas secara keseluruhan
(grafik 5).

Dalam literatur yang memuat teori-teori tentang perdagangan luar negeri, peran
barang-barang publik yang menjadi spesifikasi perusahaan itu sudah lama dikenal.
Helpman (1984) dan Markusen (1984) misalnya pernah menulis bagaimana
pemanfaatan secara bersamaan dari apa yang disebut Headquarter Service dalam
bisnis — dalam dan luar negeri — sebuah perusahaan bisa menjadi motif penting bagi
terbentuknya perusahaan multinasional. Dalam buku mereka itu, serta dalam karya-
karya setelahnya (bandingkan misalnya dengan Markusen, Venables 1995),
bahasan utamanya adalah tentang penjelasan investasi langsung internasional.
Namun demikian, tetap saja tulisan mereka itu memberikan sumbangan penting bagi

penjelasan terjadinya merger horisontal.

Grafik 5 Andil merger vertikal, konglomerat dan horisontal pada merger lintas

batas di seluruh dunia

dari beberapa barang informasi (misalnya paket software). Strategi ini tidak untuk penawar
dengan pilihan barang yang terbatas.
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Dilihat dari sudut pandang ini, beberapa kata kunci — yang selama gelombang
merger yang mulai dari 1995 hingga sekarang (selanjutnya disebut gelombang
merger aktual) — dikenal setiap orang jadi punya dimensi lain: cita-cita untuk
“menguasai pasar dunia” mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengeksploitasi skala
ekonomi pada barang-barang publik yang spesifik; dan “konsentrasi pada
kompetensi utama” mungkin bisa mencerminkan transisi dari hirarki kepada

kumpulan-kumpulan produk dalam bentuk jaringan.
4, Konsekuensi terhadap persaingan global

Dilihat dari sudut pandang kebijakan persaingan, meningkatnya integrasi ekonomi
dunia sejalan dengan globalisasi berarti pula adanya perluasan wilayah pasar-pasar
yang relevan. Dan dalam kondisi yang sama, perluasan ini meningkatkan intensitas
persaingan. Jika jarak wilayah kehilangan perannya dan batas negara dapat
ditembus, maka mantan “national champions” dalam hal persaingan akan menjadi

champions negara lain, dan kekuasaan pasar mereka berkurang.

Gelombang merger yang terjadi akhir-akhir ini — yang tak lain adalah refleksi dari
globalisasi itu sendiri — tak hanya bisa memicu tumbuhnya pasar-pasar yang
relevan, tapi juga perusahaan-perusahaan. Dengan demikian dampak utama
globalisasi yang bersifat mendorong terjadinya persaingan jelas-jelas menjadi

terbatas, tapi pada dasarnya tidak tereliminasi secara total. Bagi ekonomi dunia
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secara keseluruhan, besar kemungkinannya globalisasi dan gelombang merger tidak

membuat persaingan menjadi lebih intensif.

Namun, dalam bagian-bagian ekonomi tertentu bisa jadi hasilnya lain. Sebab
globalisasi dan perubahan teknologi mendorong terjadinya merger yang bersifat
horisontal. Seperti telah ditunjukkan di atas, merger yang bersifat horisontal jelas
telah memperoleh peran yang penting. Selain itu telah diketahui bahwa
meningkatnya peran barang-barang publik yang menjadi ciri perusahaan juga ikut
memicu merger horisontal. Dominasi merger yang bersifat horisontal dalam
gelombang merger belakangan ini membuat masalah penguasaan pasar — yang
dalam merger konglomerat pada gelombang-gelombang merger sebelumnya tidak

begitu penting — menjadi pusat perhatian kembali.

Karena itu, meski ada globalisasi, kebijakan persaingan tetap dibutuhkan. Dan
karena globalisasi, kebijakan persaingan harus semakin menggunakan perspektif
global. Itu artinya, kebijakan persaingan jangan terlalu terfokus pada batas-batas
negara. Bagaimana sebaiknya membuat kebijakan persaingan global agar ia secara
efektif bisa menjamin persaingan di seluruh dunia tanpa menghalanginya secara
birokratis, ini tentu saja sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Oleh
karena itu, dalam bab berikut akan diuraikan secara mendasar pemikiran-pemikiran
tentang konsep koordinasi kebijakan internasional yang juga perlu diperhatikan

dalam rangka menuju suatu tatanan persaingan global.

II. Landasan Konsepsional : Spillovers internasional dan Persaingan

Sistem

1. Kriteria-kriteria membuat koordinasi kebijakan internasional

Koordinasi kebijakan internasional merupakan istilah yang kabur dan kadang-
kadang juga cenderung memiliki dua makna. Koordinasi bisa merujuk pada
pertukaran informasi semata antara pemerintah berbeda, bisa berfungsi sebagai
penyelarasan tujuan-tujuan ekonomi politik, atau bisa mencakup pelaksanaan
tindakan-tindakan politik bersama oleh berbagai negara — hingga wewenang-
wewenang hak kedaulatan bangsa dan pendelegasiannya pada institusi-institusi di

luar batas negara (Cooper, 1985)
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Ada dua teori yang dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan konsep-konsep
koordinasi kebijakan internasional. Pertama, teori yang terletak pada public-choice-
literatur di mana antara lain didiskusikan tentang alasan-alasan normatif perlunya
sebuah sistem aturan untuk sistem-sistem ekonomi pasar. Untuk bidang ini Brennan
dan Buchanan (1985) dengan buku mereka “The Reason of Rule” bisa dijadikan
rujukan. Dalam buku ini diuraikan secara luas mengapa kehidupan tanpa aturan-
aturan sosial akan menjadi “merana, kasar dan pendek”.® Menurut buku ini ekonomi
dunia yang terglobalisasi memerlukan aturan-aturan global yang muncul dari
kebijakan yang pada gilirannya menciptakan ketertiban. Teori kedua yang bisa
dijadikan titik tolak adalah teori permainan — yang antara lain membahas dalam
kondisi apa kerjasama bisa memberikan keuntungan ekonomi dan kondisi apa yang
cenderung dibutuhkan atau yang bisa menjadi penghalang bagi pengembangan
perilaku kooperatif. Karya yang sangat penting dalam perkembangan teori ini adalah

buku “The Evolution of Cooperation” karangan Axelrod (1984).

Akan tetapi, kedua teori di atas tidak membahas secara eksplisit koordinasi
internasional dari kebijakan-kebijakan nasional. Sistem aturan yang dibahas oleh
Brennan dan Buchanan hanya merujuk pada pemerintah pusat yang otonom yang
tidak tergantung pada pemerintah lain dan juga dalam pemerintahannya tidak
menunjukkan struktur federasi.*® Juga dalam teori permainan biasanya tidak
dibedakan antara tingkat-tingkat hirarki para pemain yang umumnya menjadi ciri
dari saling mempengaruhinya kebijakan nasional dan supranasional. Meskipun
demikian, kedua teori ini bisa memberikan petunjuk apa yang diperlukan dalam
membuat konsep aturan-aturan internasional yang mampu menciptakan suatu

tatanan dalam bersaing. Ini bisa diperjelas dengan dua contoh berikut:
Contoh 1: lalu lintas di jalan

Brennan dan Buchanan (1985) mengilustrasikan kebutuhan akan aturan-aturan
dalam proses membuat kebijakan yang bisa menciptakan ketertiban itu dengan

mengambil contoh lalu lintas di jalan. Agar tata tertib di jalan dapat dilaksanakan

® Demikian ditulis oleh Thomas Hobbes yang karyanya “Leviathan” dari tahun 1651 bisa
dilihat sebagai cikal-bakal public-choice-literatur.

19 Hal serupa juga ditemukan dalam public-choice-literatur yang lain. Hanya untuk bidang
barang-barang publik di mana dibahas teori federalisme fiskal disajikan konsep-konsep
untuk mengatur pembagian tugas yang efisien secara ekonomis antara tingkat pemerintah
yang berbeda (ringkasan yang baik bisa dilihat dalam kumpulan karangan Oates (1977)
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tanpa masalah dibutuhkan suatu peraturan umum, misalnya apakah akan dipakai
aturan lalu lintas kanan atau kiri. Contoh ini bisa ditransformasikan pada tingkat
internasional. Untuk itu kita perlu membayangkan hal berikut: sebelum mobil
ditemukan atau menyebar luas atau bahkan sebelum digunakannya kereta kuda dan
lembu, seorang menteri lalu lintas dunia bisa membuat keputusan tentang jalan
dunia yang sebelah mana yang harus digunakan sesuai dengan aturan lalu lintas
kanan dan jalan sebelah mana yang harus digunakan sesuai dengan aturan lalu
lintas kiri. Mungkin saja menteri ini memutuskan memilih lalu lintas kanan atau lalu
lintas kiri, tapi pasti ia membuat model lalu lintas yang sama untuk semua negara.
Karena sistem lalu lintas yang berbeda tidak membawa keuntungan sama sekali,
bila dilihat dari sudut pandang ekonomi secara keseluruhan. Malah sistem lalu lintas

yang berbeda akan memunculkan biaya transisi antara sistem-sistem tersebut.

Bayangkan lagi, menteri lalu lintas dunia yang sama punya kemampuan untuk
menetapkan kecepatan maksimum yang berlaku di seluruh dunia di berbagai tipe
jalan. Seorang menteri yang bijaksana tidak akan memanfaatkan wewenang ini, dan
akan menyerahkan pengaturan tersebut kepada masing-masing menteri lalu lintas di
negara bersangkutan. Karena hubungan lalu lintas yang beranekaragam di berbagai
negara itu memungkinkan orang mengendarai mobilnya dengan kecepatan
maksimum yang berbeda, dan biaya penyesuaian pada saat melewati batas
kecepatan maksimum serta biaya untuk memperhatikan aturan-aturan lainnya
terhitung rendah, jadi hal tersebut bisa diabaikan. Selain itu, bisa jadi preferensi
warga, artinya bagaimana mereka menilai trade-off antara kecepatan lalu lintas dan
keamanan lalu lintas, berbeda antara negara satu dengan lainnya. Oleh sebab itu,
dalam hal ini peraturan internasional tidak akan membawa keuntungan, malah
membuat ruang gerak negara untuk bertindak menjadi sempit, padahal ini tak perlu

terjadi.

Akhirnya, katakanlah lalu lintas kendaraan berat diidentifikasikan sebagai salah satu
penyebab penting terjadinya pergantian iklim global, dan si menteri dunia untuk
urusan lalu lintas tadi punya wewenang untuk menetapkan penggunaan teknologi
yang minim emisi di seluruh dunia. Masalahnya sekarang adalah ada berbagai
teknologi yang cocok untuk itu dan si menteri tidak tahu betul perbandingan biaya
pembelian serta pemakainan teknologi tersebut dan potensi teknologi tersebut di

masa depan tidak begitu pasti. Di sini sang menteri berada dalam piilihan yang sulit:
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di satu pihak tampaknya ia harus bertindak — karena tidak mungkin setiap menteri
lalu lintas di masing-masing negara bisa menanggung beban menangani masalah
perlindungan iklim sendirian di mana semua negara mengambil untung darinya, tapi
bebannya harus ditanggung negara yang bersangkutan. Di pihak lain penetapan
teknologi yang salah atau beban emisi yang terlalu restriktif bisa menimbulkan
hilangnya kesejahteraan bagi generasi sekarang dan masa depan, padahal itu bisa
dihindari. Dalam hal ini ternyata tidak ada cara ideal dalam kebijakan lalu lintas
internasional untuk menangani masalah-masalah teknologi perlindungan iklim yang

optimal secara memadai.

Contoh lalu lintas di jalan tersebut bisa jadi nampak dikonstruksi jika ilustrasi yang
hendak diketengahkan adalah masalah-masalah koordinasi kebijakan internasional,
karena tak ada yang akan menyatakan secara serius bahwa ada kebutuhan yang
mendesak terhadap suatu konvensi internasional menyangkut lalu lintas kanan dan
kiri di jalan. Namun, ada sebuah bidang laulintas di mana semua pertimbangan yang

disampaikan di sini cukup relevan, yakni lalu lintas laut internasional.**

Contoh 2: Lalu lintas laut

Pada abad-abad yang lalu di laut lepas terjadi berkali-kali kecelakaan parah yang
menimpa kapal karena di sana tidak ada aturan umum mengenai cara menghindari
tabrakan yang bisa diterima. Baru di awal abad ke-20 ditetapkan suatu tatanan lalu
lintas laut yang mengikat dalam perairan internasional — yang diakui oleh semua
bangsa yang memakai lalu lintas laut sebagai hukum internasional. Dalam tatanan
itu ditetapkan aturan-aturan tentang cara menghindari tabrakan — yang umumnya
dengan menerapkan sistem lalu lintas kanan. Selain itu juga ditetapkan aturan-
aturan tentang penggunaan cahaya sebagai pemandu serta tanda suara. Semenjak
aturan-aturan ini diberlakukan, bahaya salah pengertian pada saat pertemuan di laut
lepas tampak jelas berkurang. Peraturan ini, yang sekarang disebut dengan
peraturan pencegahan tabrakan (KVR), ternyata telah berfungsi dengan baik

sehingga selama abad 20 hanya harus dimodifikasi dan disempurnakan sedikit saja.

1 Kiranya perlu ditambahkan bahwa untuk lalu lintas penerbangan internasional juga sangat
dibutuhkan koordinasi internasional agar kecelakaan pesawat terbang seperti jatuhnya
pesawat di Bodensee tahun 2002 lalu tidak terulang.
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Tentu saja yang membuat tatanan lalu lintas laut ini tetap bertahan tanpa banyak
perubahan adalah karena umumnya peraturan hanya diterapkan di mana koordinasi
internasional menjadi keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan kata lain,
koordinasi internasional itu hanya membatasi apa yang disebut “kebebasan lalu
lintas di laut lepas” seperlunya. Dengan demikian ia bisa dijadikan model bagi
pengkoordinasian kebijakan internasional yang mendorong meningkatnya

kesejahteraan dunia.

Sebaliknya, masalah besar akan muncul, manakala ada upaya membuat peraturan-
peraturan lalu lintas laut di bidang perlindungan lingkungan, perlindungan kerja atau
keamanan teknis yang secara internasional terlalu mengikat. Memang dalam
kerangka International Maritime Organisation (IMO) yang beranggotakan lebih dari
140 negara itu telah disepakati berbagai perjanjian mengenai isu-isu keamanan lalu
lintas laut. Namun, di mata banyak pengamat tindakan pencegahan khususnya
terhadap kecelakaan-kecelakan besar seperti kecelakaan kapal “Torrey Canyon”
(Inggris barat daya, 1967), “Amoco Cadiz” (Bretagne, 1978) atau “Exxon Valdes”
(Alaska, 1989) masih sangat belum memadai. Ditambah lagi pemilik kapal seringkali
harus memenuhi persyaratan keamanan yang berbeda-beda atau bahkan yang
saling bertentangan dan harus melalui bermacam-macam inspeksi dari berbagai
institusi di negara yang berbeda — yang menyebabkan pengeluaran biaya yang tak
perlu (B6hme, Sichelschmidt, 1995). Oleh karena itu, di sini kiranya dibutuhkan
standardisasi aturan-aturan yang bersifat internasional, tapi karena adanya
ketidakpastian bagaimana aturan-aturan tersebut paling baik dibuat, maka sampai

saat ini tidak bisa dicapai kesepakatan mengenai sistem aturan yang luas.

Kesamaan pada contoh lalu lintas di jalan dan di laut yang dipaparkan di atas adalah
bahwa koordinasi aturan-aturan secara internasional memungkinkan diperolehnya
keuntungan bagi kesejahteraan di segala tempat — di mana aturan-aturan yang
ditentukan (atau juga yang tidak ditentukan) dalam sebuah yurisdiksi meluas pada
subjek-subjek ekonomi dari yurisdiksi lain. Bahasa sederhananya: aturan-aturan lalu
lintas kanan atau kiri baru akan menjadi masalah internasional apabila pengendara

mobil dari berbagai wilayah hukum saling bertemu.

Hal yang sama juga terjadi dalam bidang kebijakan lain: kerusakan lingkungan baru
harus ditangani secara internasional apabila kebijakan lingkungan nasional tidak

mencoba mengurangi gas buang (emisi) yang lintas batas. Gagalnya pengawasan
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perbankan Jepang hanya akan menjadi agenda internasional jika pasar-pasar modal
di negara lain juga terancam tidak berjalan dengan baik. Dan kebijakan persaingan
baru memiliki dimensi internasionalnya jika konsumen sebuah negara dieksploitasi
secara monopoli oleh produsen negara lain. Dampak-dampak dari sistem-sistem
aturan nasional yang lintas batas ini dan aturan lainnya selanjutnya akan disebut

spillovers internasional.

Kesimpulan kedua dari dua contoh kasus di atas adalah bahwa koordinasi kebijakan
internasional akan menghadapi masalah besar jika ada ketidakpastian seberapa
efektifnya berbagai aturan tentang pembatasan spillovers internasional dan dampak
dinamis apa saja yang ditimbulkan oleh penetapan aturan tertentu. Masalah ini
dikenal di bidang norma-norma dan standar-standar teknis. Tanpa ada standarisasi
pemerintah pada norma-norma ini, dikhawatirkan akan muncul standar-standar yang
saling bertentangan. Contoh-contoh historis untuk kasus ini adalah pabean untuk
sekrup buatan Inggris yang tidak mengikuti aturan kunci sekrup metris yang berlaku
di benua Eropa. Atau koeksistensi sistem PAL dan SE pada televisi warna yang
untuk waktu lama menyulitkan televisi menerima program televisi barat di Eropa
Tengah dan Timur. Contoh yang aktual adalah munculnya radio mobil di Amerika
Serikat yang memang pada prinsipnya dibuat berdasarkan standar GSM yang sama
seperti di Eropa tapi menggunakan hubungan frekuensi berbeda, sehingga alat akhir

di Amerika dan Eropa tidak saling cocok satu sama lain.

Masalah ini mungkin bisa dipecahkan apabila diberikan wewenang kepada satu
instansi yang lebih tinggi untuk menetapkan suatu unit standar yang mengikat
secara internasional, atau paling tidak untuk mengurus agar berbagai standar bisa
cocok satu sama lain. Tapi, bahaya dari penerapan cara ini adalah bahwa instansi
standardisasi supranasional seperti ini memilih standar yang salah yang

menghalangi kemajuan teknologi untuk waktu yang lama.

Kebijakan regulasi internasional juga menghadapi dilema yang serupa: Jika ia
sepenuhnya tidak menerapkan aturan-aturan yang mengikat secara internasional,
maka akibat yang bisa muncul adalah berkurangnya kemakmuran yang relevan
disebabkan spillovers internasional. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut terlalu
banyak mengintervensi dengan membuat aturan-aturan di berbagai bidang — dimana
tidak diketahui dengan pasti bentuk yang optimal untuk aturan-aturan yang

dikehendaki dan dimana tingkat dinamika inovasinya tinggi, maka persaingan
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institusional antara berbagai sistem aturan dan terbentuknya aturan baru yang lebih

matang akan terhalangi.

Dari sudut pandang persaingan sistem ini — yang didasari pada tulisan Hayek (1945,
1968) — munculnya sistem aturan ditafsirkan sebagai suatu proses evolusi dimana
“persaingan sebagai proses penemuan” berperan penting terhadap pembuatan
konsep sebuah aturan yang optimal. Apabila, misalnya, yang dibahas adalah
pertanyaan apakah sebuah sistem tukar kurs yang pasti atau yang fleksibel akan
lebih menguntungkan bagi ekonomi secara keseluruhan, maka pertanyaan ini tidak
bisa dijawab hanya dengan mengandalkan pemikiran-pemikiran teoritis. Yang lebih
membantu membuat keputusan penting bagi regulasi internasional dalam bidang
pasar devisa dunia adalah pengalaman-pengalaman dengan penerapan sistem

Bretton-Wood atau sistem floating.

Apakah suatu sistem pengaturan internasional akan meningkatkan kesejahteran
atau tidak, itu tidak hanya tergantung pada skala spillovers internasionalnya tapi juga
pada seberapa besar aturan tersebut membutuhkan persaingan sistem untuk bisa
mendapatkan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan aturan yang optimal.
Juga disini — seperti halnya di bidang standar teknis yang telah disinggung di atas —
yang berlaku adalah aturan umum, yakni semakin besar tingkat ketidakpastian
tentang sistem aturan yang optimal, maka makin kuat pula peraturan-peraturan
internasional menghalangi persaingan sistem dalam fungsinya sebagai proses
penemuan. Bahasa sederhananya, dalam aturan-aturan yang mengatur cara-cara
menghindari kecelakaan pada lalu lintas laut internasional tidak ada lagi hal yang
kiranya bisa ditemukan dalam persaingan sistem — sehingga memang yang
diperlukan adalah standarisasi aturan secara internasional. Sebaliknya, dalam
aturan-aturan yang mengatur keamanan untuk kapal tanker besar, situasinya tidak

begitu jelas.

Berangkat dari uraian-uraian di atas, maka yang harus menjadi tujuan utama dari
koordinasi kebijakan internasional adalah meredam spillovers internasional tanpa
menghalangi persaingan sistem lebih daripada yang diperlukan. Kriteria-kriteria yang

dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

Kriteria 1: harapan mencapai kemakmuran melalui standarisasi aturan secara

internasional ada di tempat-tempat di mana spillovers internasional muncul.
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Sementara dilihat dari sudut pandang ini tidaklah penting apakah aturan-aturan
internasional tersebut dibuat oleh instansi supranasional atau disepakati secara
multilateral antara instansi-instansi nasional. Sebaliknya, di bidang-bidang yang
spillovers internasionalnya sedikit, standarisasi peraturan bukan hanya tidak
membawa keuntungan, tapi malah kerugian yang muncul karena kurangnya
perhatian terhadap perbedaan-perbedaan teknologi serta preferensi nasional dan

regional.

Kriteria 2: Di bidang-bidang di mana tidak diketahui dengan pasti dengan peraturan
yang bagaimana spillovers bisa diredam dan dampak-dampak dinamis apa yang
ditimbulkannya terhadap lingkungan di sekitarnya, ada risiko berkurangnya
kemakmuran yang tak diduga sebelumnya, disebabkan oleh penerapan aturan yang
tak optimal. Di sini aturan-aturan yang ditetapkan sebaiknya tidak lebih spesifik
daripada yang diperlukan demi mencapai tujuan regulasi itu sendiri, yakni untuk
tidak menutupi jalan solusi alternatif dan tidak menghalangi perkembangan lebih

lanjut dari sistem-sistem aturan oleh persaingan sistem internasional.

Berdasarkan skema ini seluruh bidang kebijakan bisa dianalisa dari dasarnya, kalau
menyangkut pertanyaan apakah dan sejauh apa dibutuhkan koordinasi internasional
dalam bidang-bidang tersebut. Uraian-uraian selanjutnya difokuskan pada sebuah
bidang yang sejalan dengan gelombang mega merger internasional yang sekarang

menjadi pusat perhatian, yakni kebijakan persaingan internasional.

2. Kerjasama dan koordinasi dalam kebijakan persaingan

Pada prinsipnya hampir bisa dipastikan bahwa pola-pola tingkah laku perusahaan
yang membatasi persaingan menjadi faktor penyebab munculnya spillovers
internasional. Apabila misalnya, beberapa perusahaan menyepakati suatu
persekongkolan harga, maka tidak hanya pelanggan di masing-masing negara yang
akan dirugikan, melainkan juga pelanggan di negara-negara eksportir dari
perusahaan yang terlibat. Dengan meningkatnya jaringan perdagangan

internasional, maka peran potensial dari spillovers semacam ini juga bertambah.?

12 Asumsi ini ditentang oleh Réller dan Wey (2002). Sebagai dasar argumentasi mereka
menampilkan sebuah model di mana otoritas-otoritas persaingan dari berbagai negara
menetapkan tujuan kebijakan persaingan yang sama, tapi karena situasinya berbeda di
masing-masing negara mereka melihat berbagai pasar yang relevan dan karenanya muncul
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Hal serupa juga berlaku bagi merger dan bentuk-bentuk lain dari penggabungan
perusahaan. Apabila kebijakan merger atau semacamnya memberi posisi kepada
perusahaan yang terlibat untuk menguasai pasar, maka ini akan menjadi beban bagi
pelanggannya di semua negara tempat produk dijual. Parahnya ini terjadi tidak
hanya di negara-negara di mana perusahaan bersangkutan memiliki perwakilan,
tetapi di semua negara. Lebih jauh lagi, apabila perusahaan yang merger berhasil
membangun penghalang bagi perusahaan lain untuk masuk pasar atau menjalankan
model persaingan represif, maka perusahaan-perusahaan lain tidak bisa

mengembangkan usahanya.

Akhirnya perlu pula diperhatikan masalah terhambatnya fungsi dinamis dari
persaingan itu sendiri. Apabila pembentukan kartel atau merger membuat dinamika
teknologi dalam sektor-sektor industri bersangkutan menjadi berkurang, maka
potensi pertumbuhan dan cadangan tenaga kerja dalam sektor-sektor tersebut juga
akan berkurang. Dan ini tidak hanya terjadi di negara-negara di mana perusahaan
yang terlibat berada. Oleh karena itu, dalam sebuah ekonomi dunia yang makin
terkena dampak globalisasi, ada berbagai macam kemungkinan bagi spillovers
internasional yang pada gilirannya memunculkan pola tingkah laku yang membatasi
persaingan — sehingga kriteria 1 untuk koordinasi kebijakan internasional bisa

dianggap terpenuhi.

Untuk aplikasi kriteria 2 harus dibedakan antara berbagai macam perangkat
kebijakan persaingan. Dengan cara ini ada kesepakatan luas untuk menganggap
persekongkolan harga dan persekongkolan (kartel) kuantitas produk tertentu yang
klasik sebagai praktek yang menghalangi persaingan. Dalam kasus ini tidak
dibutuhkan persaingan sistem apabila pada persaingan sistem ini ada kemungkinan
untuk mengetahui apakah kartel hardcore semacam ini malah bisa meningkatkan

persaingan. Jadi, kriteria 2 tidak mendukung pelarangan secara mendasar terhadap

keputusan yang berbeda-beda pada kasus-kasus merger yang bersifat lintas batas negara.
Kedua penulis ini menunjukkan bahwa konflik tentang pembatasan pasar seperti ini
cenderung kehilangan artinya apabila globalisasi terus bergerak maju dan dengan demikian
pasar yang relevan berkembang menjadi pasar dunia. Argumentasi ini cukup logis, tapi
mengesampingkan realita. Karena faktanya masalah dalam konflik-konflik menyangkut
hukum kartel internasional bukanlah tentang pembatasan pasar yang relevan semata, tapi
juga tentang berbagai tujuan kebijakan persaingan yang tidak disinggung oleh Réller dan
Wey.

30



praktek kartel hardcore dengan dampak-dampak lintas batas melalui sistem

peraturan internasional.

Situasi yang kurang jelas terdapat pada praktek kartel yang memang menyebabkan
terbatasnya persaingan, namun yang sekaligus dapat memunculkan keuntungan
ekonomi secara terpisah atau keseluruhan. Contoh untuk ini adalah kartel
rasionalisasi atau kesepakatan kartel tentang pertukaran hasil-hasil riset dan
pengembangan. Baik Undang-undang Persaingan Jerman maupun Eropa
memungkinkan dibebaskannya kesepakatan-kesepakatan seperti ini dari peraturan

kartel secara umum.

Dalam hukum Jerman pertimbangan ini diaplikasikan dalam bentuk perizinan
menteri, dan dalam hukum Eropa ia dibahas dalam komisi yang membidangi
prosedur kartel. Akan tetapi masih diperdebatkan secara ilmiah dan juga dalam
konteks politik, dalam kondisi apa pengecualian terhadap praktek kartel tersebut
diperbolehkan. Andaikata peraturan kartel seperti ini juga distandarisasi secara
internasional, maka persaingan sistem antara UU Kartel di berbagai negara dan

wilayah dalam fungsinya sebagai proses penemuan bisa dirugikan.

Pada saat melakukan penilaian terhadap peleburan (merger) dari sudut pandang
kebijakan persaingan perlu pula dibedakan hal berikut: semua pihak sepakat bahwa
merger yang bersifat horisontal — yang melahirkan posisi yang akan menguasai
pasar atau yang akan memperkuat posisi tersebut — sebaiknya dilarang melalui
perangkat kebijakan persaingan. Larangan ini tidak boleh tergantung pada faktor
apakah merger horisontal tersebut berlangsung dalam konteks nasional atau
internasional. Juga argumentasi yang menyebutkan bahwa dampak negatif merger
horisontal terhadap persaingan akan terkompensasi atau diimbangi oleh keuntungan
yang diperoleh dari rasionalisasi, tidak cukup meyakinkan. Karena tugas kebijakan
persaingan itu semata-mata menjamin kebebasan bersaing. Sebaliknya, sulit untuk
menilai dalam kondisi yang bagaimana peleburan (merger) yang bersifat vertikal
atau merger konglomerasi bisa menyebabkan terbatasnya persaingan. Dalam hal ini
diskoneksi persaingan institusional antara berbagai aturan dari kebijakan-kebijakan
persaingan nasional bisa menghalangi terbentuknya kebijakan persaingan yang

optimal serta perkembangan lanjutannya untuk waktu yang lama.
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Jadi, kalau dilihat secara keseluruhan, kriteria 1 menunjukkan bahwa perlu dibuat
suatu tatanan persaingan global guna menghindari spillovers internasional yang
pada gilirannya menimbulkan pola perilaku yang membatasi persaingan, sementara
kriteria 2 jelas lebih membatasi pada aturan-aturan seperlunya. Artinya, aturan-
aturan tersebut sudah cukup jelas untuk digunakan sebagai panduan dan
merupakan perangkat kebijakan persaingan yang memadai. Aturan-aturan ini
difokuskan pada penanganan kartel hardcore (khususnya kartel/penetapan harga,
kartel demarkasi dan kartel ekspor) serta merger yang bersifat horisontal — yang
membuat terjadinya praktek penguasaan pasar atau memperkuat penguasaan
tersebut. Selain itu, aturan-aturan persaingan internasional sebaiknya hanya
diterapkan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan spillovers lintas batas. Tidak
boleh ada satupun negara yang dihalang-halangi haknya untuk mentolerir
pembatasan persaingan yang hanya terjadi dalam batas negaranya, meskipun itu

akhirnya merugikan negara tersebut.

V. Studi Kasus tentang Kebijakan Persaingan yang bersifat internasional

Dalam debat publik, diskusi tentang tatanan persaingan global seringkali dilakukan
sedemikian rupa seolah-olah sekarang ini sama sekali tak ada kebijakan persaingan
yang bersifat lintas batas negara (atau batas negara Uni Eropa). “Meriam kita hanya
menembak sampai Aachen”, demikian pernah dikatakan mantan kepala Kantor
Kartel Jerman (Bundeskartelamt), Wolfgang Kartte, di tahun 80-an ketika instansi
tersebut sekali lagi gagal membuktikan bahwa perusahaan minyak bumi membuat
penetapan atau persekongkolan harga pada bensin mobil. Seandainya asumsi
Wolfgang Kartte dulu itu benar, maka pada saat itu benar-benar dibutuhkan suatu
aksi yang luar biasa karena sejalan dengan globalisasi integrasi pasar antar negara-
negara maju di dunia telah menjadi begitu kuatnya, sehingga pada masa sekarang
hampir tidak ada tindakan yang membatasi persaingan — yang dampaknya hanya

terbatas pada negara sendiri.

Pada kenyataannya, seperti yang akan ditunjukkan dalam uraian berikut, meriam
kebijakan persaingan nasional itu dewasa ini telah melampaui batas-batas negara.
Jadi, pertanyaan yang relevan dengan kebijakan persaingan bukan lagi berbunyi
apakah pengawasan melalui perangkat kebijakan persaingan terhadap praktek-

praktek pembatasan persaingan yang lintas batas harus dilakukan atau tidak,
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melainkan apakah penerapan hukum nasional terhadap pola-pola tingkah laku yang
lintas batas sudah cukup untuk menjamin persaingan dalam pasar dunia secara
efektif dan langgeng, atau apakah hukum nasional tersebut perlu dilengkapi dengan
aturan-aturan persaingan yang bersifat internasional. Di sinilah letak masalah

sesungguhnya dari kontroversi tentang kebijakan persaingan iternasional.*?

Para pendukung status quo mengindikasikan bahwa pada dasarnya, sekarang juga,
praktek-praktek pembatasan persaingan yang berawal dari luar negeri dan
kemudian meluas ke pasar dalam negeri sudah bisa ditangani dengan kebijakan
persaingan nasional. Dibandingkan dengan banyak bidang hukum yang lain —
dimana yang berlaku adalah prinsip teritorial, dalam hukum persaingan prinsip yang
diberlakukan terutama sekali adalah apa yang disebut dengan effects doctrine
(prinsip efek). Menurut prinsip ini, otoritas yang membidangi kebijakan persaingan
bisa melakukan tindakan menentang segala macam bentuk pembatasan persaingan
yang berdampak pada persaingan di setiap pasar dalam negeri, tanpa
memperhatikan di negara mana praktek-praktek yang merugikan persaingan

tersebut terjadi.

Apakah effects doctrine benar-benar memberikan landasan yang memadai untuk
menghadapi praktek-praktek pembatasan persaingan yang bersifat lintas batas, itu
akan diuji lagi di bawah ini dengan menampilkan seluruhnya 22 perdebatan yang
termuat dalam buku-buku yang membahas masalah kebijakan persaingan (Tabel 4).
Effects doctrine pertama sekali diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat,
tepatnya dalam keputusan pengarahan Mahkamah Agung AS dalam kasus Alcoa
(No. 1 dalam tabel 4): Pada tahun 1945 pengadilan melarang praktek kartel kuota
yang telah disepakati di Swiss oleh berbagai perusahaan asing untuk pasar
aluminium Amerika. Pengadilan dalam hal ini menggunakan larangan kartel yang
tertera dalam Sherman Act yang sampai saat itu hanya diberlakukan untuk kartel
dalam negeri dan membuatnya juga berlaku untuk kartel luar negeri — dan dengan
demikian pengadilan tersebut telah meletakkan batu pertama bagi pemberlakuan

hukum persaingan nasional secara internasional (Scherer, Ross 1990, h. 453 dst).

13 Uraian yang lebih rinci tentang argumentasi yang saling bertentangan ini bisa lihat
Mdschel (1999) dan Wolf (1999). Lihat juga Komisi Monopoli (1998, h. 35 dst., h. 425 dst.;
2000, h. 429), Hauser dan Schone (1994) serta Freytag dan Zimmermann (1998) sebagai
penentang dan Immenga (1995, 2000) dan Basedow (1998) sebagai pendukung aturan-
aturan kebijakan persainganyang bersifat internasional.
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Komisi Masyarakat Ekonomi Eropa juga telah menjadikan efffects doctrine sebagai
prinsip dalam kegiatan ekonomi di wilayahnya. Dalam kasus Teerfarben (no. 3) 1969
yang pada tahun 1972 akhirnya diputuskan oleh PengadilanTinggi Eropa, komisi
tersebut mendenda anggota sebuah persekongkolan harga (kartel harga) yang
berasal dari Swedia dan Inggris, meskipun pada saat itu kedua negara tersebut
belum menjadi anggota Uni Eropa. Awalnya tidak mudah bagi Pengadilan Tinggi
Eropa untuk menerapkan cara yang diadopsi dari Amerika ini, dan bahkan di tahun
1998 ketika dalam kasus Zellstoff (no. 10) dibahas larangan persekongkolan harga
dari perusahaan-perusahaan yang hanya membuka usahanya di negara ketiga,
Pengadilan Tinggi Eropa secara formal masih berpegang teguh pada prinsip
teritorial. Namun akhirnya pengadilan tersebut membenarkan keputusan larangan
yang dikeluarkan Komisi Eropa, dan dengan demikian secara implisit menerapkan
effects doctrine (Behren 1993).

Kantor Kartel Jerman (selanjutnya disebut Bundeskartellamt) juga mendukung
effects doctrine. Hal ini terlihat pada kasus Organische Pigmente atau pigmen
organis (no. 4) yang akhirnya pada tahun 1979 diputuskan oleh Pengadilan Tinggi
Jerman. Kasus ini menyangkut upaya Bundeskartellamt untuk mewajibkan
peleburan (merger) antara dua perusahaan Amerika untuk melapor di Jerman.
Dalam kasus Bayer/Firestone (no. 5) yang putusan finalnya ditentukan oleh
Pengadilan Banding (Kammergericht) Berlin, Bundeskartellamt berhasil — dengan
merujuk pada effects doctrine — membuat larangan terhadap merger yang telah
disepakati dua anak perusahaan Perancis milik perusahaan multinasional. Yang
paling terkenal adalah keputusan Bundeskartellamt menyangkut kasus Philip
Morris/Rothmans (no. 7). Dalam keputusan itu Bundeskartellamt melarang merger
antara perusahaan Amerika dan perusahaan Inggris-Afrika Selatan. Awalnya
keputusan ini banyak dicibir publik karena diperkirakan kedua perusahaan besar
internasional tersebut tidak akan menghentikan rencana merger mereka hanya
karena adanya “gangguan kecil” yang muncul dari sektor kebijakan persaingan dari
Jerman. Namun Bundeskartellammt berhasil membuat Rothmans memisahkan diri
dari sebuah anak perusahaan Jerman — sehingga dampak peleburan/merger

tersebut terhadap andil pasar dalam pasar rokok Jerman relatif kecil.

Jadi bisa disimpulkan bahwa jangkauan pengawas persaingan nasional tidak hanya

sampai batas-batas dalam negeri saja. Dalam penerapan hukum persaingan



internasional, effects doctrine makin menunjukkan hasilnya. Perlahan-lahan prinsip

ini bahkan dapat diterima di negara-negara yang tidak memiliki kebijakan persaingan

nasional (Basedow 1998, h. 21).

Tabel 4 Kasus-kasus pilihan dalam hukum persaingan menyangkut “Effects
Doctrine”
Instansi pem-
No. | Tahun Kasus buat keputusan | Putusan
1 1945 Alcoa US Supreme Larangan terhadap kartel
Court kuota yang disepakati oleh
produsen alumunium asing
di Swiss (Otoritas AS untuk
pertama kalinya memberla-
kukan “effects doctrine”
2 1970 Ciba/Geigy = Departemen persyaratan bagi merger
Kehakiman AS  dua perusahaan Swiss
3 1972 Teerfarben  Pengadilan Uang denda bagi anggota
Tinggi Eropa kartel harga dari negara
ketiga
4 1979 organische  Pengadilan kewajiban memberitahukan
Pigmente Tinggi Jerman gabungan perusahaan
Amerika di Jerman
5 1980 Bayer/ Pengadilan larangan merger bagi anak
Firestone Banding Berlin perusahaan Perancis dan
perusahaan Amerika oleh
Kantor Kartel Jerman
6 1981 Uran Federal Trade Hak otoritas Amerika di
Commssion luar negeri untuk menyelidi-
ki persekongkolan harga
(Preiskartell) di luar negeri
7 1983 Philip Pengadilan Larangan merger bag
Morris/ Banding sebuah perusahaan Amerika
Rothmans Berlin dan Afrika Selatan oleh

Bundeskartellamt
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

1985

1985

1988

1990

1991

1993

1994

1994

1995

1996

1996

IBM

Laker
Airways

Zellstoff

Mériuex/
Connaught

de Havilland/
ATR

Hartford
Fire
Insurance

Faxpapier

Plastik-
geschirr

British
Tele
Com/MCI

Kimberley
Clark/Scott
Paper

British
Airways/
American
Airlines

Departemen
Kehakiman AS

Federal Trade
Commission

Pengadilan
Tinggi Eropa

Federal Trade
Commission/
(U.S. DoJ)

Komisi Eropa

U.S. Supreme
Court

Canadian
Bureau of
Competition
Policy/

U.S. DoJ

Canadian
Bureau of
Competititon
Policy/U.S
DoJ

Komisi
Uni Eropa

Komisi Uni
Eropa

Departemen
Perhubungan
AS

menentang persyaratan
dari Uni Eropa untuk mem-
buka standar produk

Perusahaan penerbangan
Inggris mengadukan per-
saingan usaha tidak sehat
yang dilakukan oleh perusa-
haan penerbangan dari du-
nia ketiga ke pengadilan AS

larangan kartel ekspor peru-
sahaan-perusahaan dari
negara ketiga oleh Komisi
Uni Eropa

persyaratan bagi merger
perusahaan dari dunia
ketiga

Larangan merger bagi sebu-
ah perusahaan Kanada dan
Perancis

Prioritas atas aturan-aturan
persaingan dari Amerika
daripada dari Inggris dalam
relasi bisnis perusahaan
Amerika dan Inggris

Penyelidikan oleh otoritas
Kanada di AS dan otoritas
Amerika di Kanada dalam
rangka membongkar per-
sekongkolan harga

Penyelidikan oleh otoritas
Kanada di AS dan otoritas
Amerika di Kanada dalam
rangka membongkar per-
sekongkolan harga

larangan kartel wilayah
perusahaan Inggris dan
Amerika

Kewajiban pengawasan ter-
merger perusahaan-perusa-
haan Amerika oleh Badan
Pengawas Merger dari Eropa

pembukaan pasar Inggris
untuk perusahaan pener-
bangan Amerika sebagai pra-
syarat bagi perizinan aliansi
strategis dengan keterlibatan
pihak Inggris
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19 1997 Boeing/ Komisi Uni ketentuan bagi merger peru-
McDonnel Eropa rasahaan Amerika yang sebe-
Douglas lumnya telah disetujui oleh
Komisi Perdagangan Federal
(FTC) tanpa syarat

20 1998 World- Komisi Uni ketentuan bagi merger
com/MCI Eropa/Dep- perusahaan Amerika
keh. AS
21 2000 Air Li- Komisi larangan terhadap merger
quide/ Perdagangan perusahaan Perancis & Ingg-
BOC Federal ris yang sebelumnya disetujui

oleh Komisi Uni Eropa

22 2001 GE/Honey- Komisi Uni larangan terhadap merger
wall Eropa perusahaan Amerika Serikat
yang sebelumya telah dise-
tujui otoritas AS

Sumber:disusun sendiri menurut berbagai sumber

Akan tetapi, penerapan effects doctrine secara konsekuen tidak hanya akan
membantu memecahkan masalah-masalah dalam kebijakan persaingan
internasional, tetapi penerapan itu sendiri juga bisa menjadi pemicu konflik
internasional dalam kebijakan persaingan. Apabila misalnya, merger dua
perusahaan Amerika disambut dengan baik oleh otoritas persaingan Amerika,
sementara otoritas persaingan Eropa mengkritiknya, maka hukum persaingan
Amerika dan hukum persaingan Eropa yang berkat effects doctrine juga meluas

sampai Amerika Utara akan saling terlibat konflik.

Persis dengan kasus inilah yang terjadi pada merger dua produsen pesawat terbang
Boeing dan McDonnel Douglas (no. 19) yang diizinkan tanpa syarat khusus oleh
Federal Trade Commission pada tahun 1997. Padahal semua orang tahu bahwa
melalui merger ini posisi Boeing yang menguasai pasar akan semakin kuat, tidak
hanya di Eropa saja melainkan juga di Amerika Serikat. 1zin yang begitu mudah
diberikan oleh pihak otoritas Amerika, dalam hal ini Federal Trade Commission,
terhadap praktek merger tersebut hanya bisa dijelaskan dengan argumentasi dari
sudut pandang politik industri, yakni bahwa dengan cara tersebut kedua produsen

pesawat terbang Amerika lebih diuntungkan daripada saingannya, Airbus buatan
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Eropa. Apalagi industri pesawat terbang Amerika merasa sangat dirugikan dengan

adanya subsidi pemerintah terhadap Airbus.

Komisi Eropa menentang mati-matian merger tersebut, tapi akhirnya tetap tidak bisa
menghalanginya. Memang tadinya Komisi Eropa punya peluang untuk melarang
merger itu dan mengenakan denda kepada dua perusahaan yang terlibat sebesar 10
persen dari total omset perusahaan hasil merger. Tapi seandainya hal ini pada saat
itu dilakukan komisi, sangat mungkin akan memunculkan konflik perdagangan yang
luas dengan pihak pemerintah Amerika Serikat. Jadi, akhirnya pihak Komisi Eropa
harus berpuas diri dengan beberapa pencapaian kecil, misalnya Boeing tidak akan
melakukan kontrak eksklusif dengan Delta Airlines dan American Airlines, sehingga
di masa datang kalangan pelanggan ini tetap terbuka bagi industri Airbus (Stehn
1997).*

Kasus konflik terbaru yang cukup heboh adalah larangan merger General Electric
(GE) dan Honeywell oleh Komisi Eropa pada 3 Juli 2001 (no. 22). Merger ini telah
diizinkan tanpa ketentuan khusus oleh Departemen Kehakiman Amerika dan Federal
Trade Commission pada musim semi 2001. Adanya perbedaan dalam menilai
dampak-dampak merger tersebut terhadap persaingan di pihak otoritas Uni Eropa
dan Amerika terutama sekali disebabkan oleh penilaian terhadap apa yang disebut
“penumpukan keuntungan”. GE memiliki posisi yang menguasai pasar untuk
produksi mesin penggerak untuk pesawat-pesawat besar (dan juga dalam hal
pendanaan pesawat melalui leasing), sementara Honeywell mendominasi pasar
elektronik penerbangan di seluruh dunia. Komisi Eropa berpendapat, penyatuan
posisi yang menguasai pasar ini akan melemahkan persaingan, sementara otoritas
Amerika menilai merger tersebut tidak akan membuat pembagian (pangsa) pasar di
setiap pasar tertentu akan berubah.'® Tapi ada pengamat yang curiga bahwa
keputusan Komisi Eropa menyangkut merger GE/Honeywell tersebut lebih didasari
“Revanchefoul” (keinginan balas dendam) karena setahun sebelumnya pihak
otoritas persaingan AS berhasil melarang merger sebuah produsen industri gas

Perancis dan Inggris (Air Liquide/BOC; kasus no. 21).

14 Memang tidak tertutup kemungkinannya bahwa penentangan Komisi Eropa terhadap
merger kedua perusahaan ini memiliki motivasi politik-industri, toh “just because Airbus was
a European favorite did not mean that the merger was not anticompetitive.” (Fox 1998, h. 32)
> Untuk uraian yang lengkap tentang posisi AS dalam kasus ini lihat Priest dan Romani
(2001).
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Bagi pengamat dari luar tidaklah mudah untuk membuat penilaian yang pasti tentang
apa sebenarnya peran konflik-konflik antar otoritas pemerintahan berbeda seperti
tersebut di atas dalam kebijakan persaingan internasional. Kepada orang luar, setiap
pihak yang terlibat konflik akan mencoba untuk tidak menimbulkan kesan bahwa
sikap mereka akan mengancam kesepakatan yang sudah dibuat. Tujuannya agar
masalah-masalah yang diperdebatkan dalam kebijakan persaingan tidak
mengekalasi dan agar solusi untuk perbedaan-perbedaan yang bersifat obyektif
tidak menjadi tambah dipersulit dengan kerumitan diplomatis. Namun, upaya yang
masuk akal dari otoritas-otoritas persaingan masing-masing negara ini bisa
memunculkan kesimpulan politik ekonomi yang salah, jika dari sikap saling mengerti
yang ditunjukkan ke dunia luar itu ingin dinyatakan seolah-olah sama sekali tak ada

masalah dalam kebijakan persaingan yang diterapkan.

Dalam hubungan antara otoritas persaingan Eropa dengan AS sangat ditekankan
peran penting kerjasama timbal balik yang berdasarkan kepercayaan. Sikap ini
dilandasi pada kesepakatan tahun 1991 dimana kedua pihak memutuskan
menerapkan politik saling mendukung (comity).'® Dalam kesepakatan ini terdapat
istilah negativ comity dan positiv comity. Negativ comity berarti pada saat melakukan
aktivitasnya, otoritas nasional lebih bersikap hati-hati manakala ada kemungkinan
bidang aktivitasnya itu juga bergesekan dengan bidang wewenang otoritas
persaingan negara lain. Sebaliknya positiv comity merupakan kebalikan dari sikap
hati-hati, dengan kata lain satu langkah lebih maju. la menginginkan adanya aktivitas
tukar-menukar informasi yang bersifat umum dan juga memungkinkan untuk

meminta otoritas persaingan negara lain melakukan penyelidikan tambahan.

Kesepakatan yang dibuat 1991 itu dititikberatkan pada negativ comity meskipun
terdapat juga pendekatan-pendekatan positiv comity. Sebaliknya, kesepakatan
selanjutnya yang dibuat tahun 1998 (kutipannya tertera dalam lampiran 2) lebih
ditekankan pada positiv comity. Mulai saat itu otoritas-otoritas persaingan diwajibkan
menjadi instansi yang saling mendukung apabila pembatasan persaingan yang

bersangkutan tidak melanggar hukum di negara sendiri.

16 Kutipan dari teks kesepakatan ini yang disetujui oleh Dewan Menteri pada 1995 dimuat
dalam lampiran.
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Tapi tentu saja perjanjian untuk saling mendukung itu tetap termasuk dalam koridor
sistem hukum masing-masing negara. Contohnya, pemerintah Amerika Serikat tidak
akan punya kemungkinan untuk meminta pihak Komisi Eropa memaksa
perusahaan-perusahaan Eropa, apabila menurut hukum Eropa tidak ada hukum
yang menentang merger perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu,
penerapan perjanjian Amerika Serikat-Uni Eropa selama ini utamanya dibatasi pada
pertukaran informasi yang memang sudah ada pada masing-masing otoritas
(instansi) yang mengurus masalah persaingan, sementara aktivitas penyelidikan
tambahan atas permintaan otoritas persaingan dari negara lain selama ini tidak
pernah dilakukan (Basedow 1998, h. 35).

Agar bisa menilai apakah peningkatan korporasi internasional dalam konteks positiv
comity akan cukup memadai untuk mengontrol konflik internasional di bidang
kebijakan persaingan, maka kasus-kasus yang dimuat dalam tabel 5 disusun
berdasarkan pertanyaan, sejauh apa kasus-kasus itu menyediakan materi bagi
konflik internasional dan bagaimana konflik ini diselesaikan atau mungkin bisa
diselesaikan pada waktu kasus itu muncul (tabel 5). Dua contoh yang sering diambil
untuk kolom pertama dalam tabel ini adalah kasus Faxpapier dan Plastikgeschirr
(No. 14 dan 15). Dalam kedua kasus ini, dengan kerjasama yang intensif, pihak
otoritas persaingan Amerika dan Kanada berhasil membongkar persekongkolan
harga (Preiskartell) yang kalau hanya diselidiki oleh otoritas salah satu negara saja
tidak akan mungkin bisa terbongkar. Contoh lain yang juga berhasil adalah
kerjasama antara pihak Eropa dan Amerika dalam menangani kartel Inggris-Amerika
(British Telecom/MCI; no. 16) serta dalam menangani merger dua perusahaan
Amerika (Kimberley Clark/Scott; no. 17). Dalam tabel 5, lima kasus yang
disebutkan juga disusun di bawah judul yang sama, karena di sini konflik-konflik
internasional yang potensial diselesaikan adalah berkat kerjasama menurut model

positiv comity.

Selain itu, dalam kelompok lima kasus tersebut dimasukkan pula kasus merger
Worldcom/MCI (no. 20) dimana otoritas persaingan Amerika dan Eropa berkerja
sama dengan baik — sehingga bisa dijadikan model. Masalah pada merger kedua
perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi ini adalah posisi mereka yang
kuat dalam bisnis internet. Andai merger ini dilakukan, maka pangsa pasar mereka

dalam penawaran akses internet dan interkoneksi (interconnection) akan naik



menjadi 50 persen. Karena internet tidak mengenal batas Negara, maka
bertambahnya kekuasaan atas pasar ini tidak hanya akan berdampak pada
berkurangnya persaingan di Amerika Serikat tetapi juga di Eropa. Oleh karena itu,

pihak Komisi Uni Eropa dan Departemen Kehakiman Amerika punya kepentingan

yang sama.
Tabel 5 Potensi konflik internasional pada kasus-kasus pilihan dalam
hukum persaingan (a)
diselesaikan dengan kerjasama bisa diselesaikan dengan kerjasama
14  Faxpapier 4  organische Pigmente
15 Plastikgeschirr 6 Uran

16  Brit. Telecom/MCI
17  Kimberley Clark/Scott
18 Worldcom/MCI

standar nasional yang saling bersaing kebijakan industri yang saling bersaing
1 Alcoa 5 Bayer/Firestone
2 Ciba/Geygy 8  Philip Morris/Rothmans
3 Teerfarben 8 IBM
9 Laker Airways 12 de Havilland/ATR
10  Zellstoff 18 British Airways/American Airlines
11  Mérieux/Connaught 19 Boeing/McDonnel Douglas
13 Hartford Fire Insurance 21  Air Liquide/BOC

22  GE/Honeywell

(a) Penomoran disesuaikan dengan nomor dari tabel 4

Sumber: disusun sendiri sesuai tabel 4.

Akhirnya kasus ini diselesaikan dengan permintaan Komisi Uni Eropa kepada pihak

MCI untuk menjual bisnis internetnya. Tak lama kemudian Kementerian Kehakiman

Amerika pun membuat keputusan yang sama, dan MCI menjual bisnis internetnya

dengan hargal,75 miliar dollar AS kepada perusahaan saingannya Cable&tWireless.

Apakah kasus Worldcom/MCI benar-benar bisa menjadi contoh klasik bagi potensi

penyelesaian konflik korporasi bilateral, bisa saja itu diragukan. Di lain pihak, konflik

yang terjadi dalam kasus tersebut pada dasarnya tidak bisa disebut konflik
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internasional yang kiranya bisa diselesaikan dengan pendekatan positiv comity,

karena faktanya memang tidak ada konflik.

Kasus yang lebih informatif adalah kasus Organische Pigmente (no. 4) dan Uran
(no. 6). Kedua kasus ini menjadi konflik internasional yang pada saat itu mungkin
bisa dihindari dengan aksi saling mendukung antara otoritas persaingan negara-
negara yang terkait (Jerman dan Amerika Serikat). Dalam kasus organische
Pigmente yang telah disinggung di atas, di mana Bundeskartellamt dalam rangka
penerapan effects doctrine mewajibkan sebuah perusahaan Amerika hasil merger
untuk melapor di Jerman, pihak pemerintah Amerika dengan susah payah akhirnya
bisa didorong untuk menerima relevansi peraturan hukum perkartelan Jerman
terhadap perusahaan Amerika. Andaikata saat itu perjanjian Uni Eropa-Amerika
Serikat tentang penerapan hukum persaingan secara timbal balik telah diberlakukan,
tentu kasus ini bisa diselesaikan dengan saling pengertian. Hal serupa juga terjadi
pada kasus Uran dimana penyelidikan pihak otoritas persaingan Amerika Serikat
terhadap kecurigaan adanya persekongkolan harga yang dilakukan para disributor
uran luar negeri dalam pasar Amerika diblokir oleh pemerintah Kanada, Afrika
Selatan, Australia, Perancis dan khususnya oleh pemerintah Inggris (Grossmann et
al. 1998, h. 157; Rishikesh 1991).

Kalaupun saat itu kesepakatan Uni Eropa dan Amerika Serikat sudah ada, tentu saja
ia tidak akan memberi hak kepada otoritas Amerika untuk mengadakan penyelidikan
sendiri dalam teritorium Eropa (seperti yang dikehendaki otoritas Amerika dalam
kasus ini), tapi paling tidak pihak Amerika punya kemungkinan untuk meminta pihak
otoritas persaingan Eropa — dalam rangka pendekatan positiv comity — melakukan
penyelidikan yang sepadan. Atas alasan-alasan ini, kedua kasus yang disebut di
atas disusun dalam tabel 5 di bawah kolom “konflik internasional mungkin bisa
diselesaikan dengan korporasi yang lebih baik, artinya andai saat itu sudah ada
kesepakatan Uni Eropa-Amerika Serikat mengenai korporasi antar otoritas

persaingan”.

Akan tetapi, aksi saling mendukung antar otoritas persaingan masing-masing negara
ini akan tidak ada gunanya apabila aturan-aturan persaingan yang berlaku di
masing-masing negara saling bertentangan, sehingga otoritas persaingan yang
terlibat tidak punya pilihan lain kecuali membuat keputusan yang berbeda. Yang

masuk dalam kategori ini contohnya adalah kasus Alcoa (no. 1) dan kasus
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Ciba/Geigy (no. 2). Kedua kasus ini menyangkut masalah perilaku pasar yang
menurut hukum Swiss diperbolehkan, sebaliknya menurut hukum Amerika dilarang.
Hal serupa juga terjadi dalam kasus Teerfarben (no. 3) yang telah disinggung
sebelumnya. Kasus ini menyangkut masalah kartel ekspor dimana perusahaan-
persuahaan Amerika, menurut pandangan otoritas persaingan Amerika Serikat,
boleh terlibat secara legal, tetapi di Eropa — yang merupakan negara tujuan kartel
ekspor tersebut, praktek itu melanggar peraturan persaingan seperti termuat dalam
kesepakatan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Di sini sebenarnya pihak otoritas
persaingan Amerika tidak perlu memberikan dukungannya kepada pihak pengawas
praktek persaingan usaha di Eropa dalam menyelidiki masalah kartel ekspor
tersebut, karena menurut pandangan otoritas Amerika, perusahaan-perusahaan
yang terlibat tidak bermasalah. Hal seperti ini juga terjadi dalam kasus Zellstoff.
Masalah yang diperdebatkan dalam kasus ini juga masalah kartel ekspor — dimana,

lagi-lagi, perusahaan Amerika terlibat di dalamnya.

Kasus lain yang juga berkembang menjadi konflik internasional adalah kasus Laker
Airways (no. 9). Setelah perusahaan penerbangan milik Inggris yang pada awal
tahun 80-an bikin sensasi dengan penawaran tiket murah untuk penerbangan trans-
atlantik ini bangkrut, pihak administrasi kepailitan menekankan bahwa Laker Airways
harus menghadapi persaingan tidak sehat (predatory pricing) dari berbagai
perusahaan penerbangan asing yang merespon dengan menurunkan harga tiket
untuk jasa penerbangan mereka. Tuntutan ini kemudian dilakukan di pengadilan
Amerika, karena hukum di Inggris tidak memberikan jalan untuk bisa bertindak
menentang kebijakan penurunan harga yang tidak sehat. Pengadilan Amerika
Serikat menyatakan siap menangani masalah tersebut karena banyak warga
Amerika — sebagai penumpang pesawat — terkena dampak perubahan harga tiket,
sementara pemerintah Inggris melarang para wakil perusahaan Laker Airways
dengan ketentuan yang bersifat temporer untuk menyediakan materi bagi proses
pengadilan di Amerika Serikat (Rishikesh 1991).

Konflik yang terhitung kritis dari kategori ini bisa dilihat dalam kasus Hartford Fire
Insurance (no. 13). Mahkamah Agung Amerika Serikat melarang perusahaan
asuransi Inggris ini memperoleh beberapa ketentuan kontrak tertentu untuk kontrak-
kontrak yang dibuat di Britania Raya. Yakni kontrak-kontrak yang diperbolehkan

menurut hukum di Inggris, tapi dilarang menurut hukum di Amerika. Dalam



argumentasi resminya, pihak Supreme Court AS menyebut-nyebut adanya “true
conflict” karena ketentuan-ketentuan kontrak yang dimaksud menurut hukum Inggris
memang tidak dilarang, tapi juga tidak diatur dengan pasti. Masih menurut Supreme
Court AS, Hartford Fire Insurance bisa saja bertindak dengan menyesuaikan diri
pada hukum di Inggris maupun Amerika — kalau ia mau tunduk pada keputusan
hakim dari Amerika Serikat. Toh ternyata, di balik keputusan ini jelas terlihat adanya
keinginan pihak Amerika Serikat untuk memberlakukan hukum persaingan Amerika
tanpa batas apabila hukum mereka bertentangan dengan hukum persaingan dari
negara-negara lain. Mungkin di masa lalu kasus ini bisa diselesaikan dengan
meningkatkan korporasi antar otoritas persaingan masing-masing negara, tapi pada
saat itu kesepakatan tentang itu belum lagi dibuat (Grossman 1998, h. 157 dst.;
Basedow 1998, h. 25).

Upaya untuk menerapkan norma-norma hukum Amerika secara sepihak juga telah
menyebabkan terjadinya konflik internasional. Hal ini bisa dilihat dalam kasus
Mérieux/Connaught (no. 11). Pihak Federal Trade Commission membuat
serangkaian persyaratan terhadap praktek merger perusahaan Perancis dan
Kanada ini yang sebelumnya tidak dibicarakan baik dengan pihak Perancis maupun
Kanada. Baru setelah protes keras dari pihak Kanada, Federal Trade Commission
menambahkan ketentuan bahwa perusahaan-perusahaan yang akan merger juga
harus mengkoordinasikan dengan pihak otoritas Kanada (Fox, Pietowski 1997;
Waverman 1993). Juga dalam kasus terakhir GE/Honeywell (no. 22) kesediaan
pihak otoritas Amerika Serikat untuk mencari jalan tengah di antara norma-norma
hukum mereka dan dari negara-negara lain terhitung kecil, padahal pada saat itu
sudah dibuat kesepakatan comity. Malah otoritas Amerika secara terbuka
menentang effects doctrine dengan cara tidak mengakui hak otoritas Eropa untuk

ikut campur dalam praktek merger perusahaan-perusahaan Amerika.’

Dari beberapa sudut pandang konflik dalam kasus Philip Morris/Rothman (no. 8)
bisa juga disebabkan oleh adanya tujuan-tujuan kebijakan industri yang berbeda.
Dampak merger dua perusahaan ini, yakni terhalangnya persaingan usaha yang

sehat, jelas terlihat di pasar Eropa dan khususnya dalam pasar rokok Jerman.

" Senator Amerika Ernest Holling menganggap larangan merger yang dinyatakan pihak Uni
Eropa sebagai suatu “intervensi terhadap urusan dalam negeri Amerika” (Financial Times
Jerman, 2 Juli 2001, h. 27)



Bahwa pihak otoritas persaingan Inggris dan Amerika pada awalnya menyetujui
merger ini tanpa persyaratan apapun, itu bisa diduga karena didorong oleh harapan
agar posisi pasar perusahaan mereka menjadi kuat, dan pihak yang dirugikan
adalah pesaing-pesaing dari Jerman — dan tentu saja pada gilirannya konsumen
Jerman. Motif politik industri seperti ini juga bisa terlihat dalam keputusan Komisi Uni
Eropa menyangkut kasus Air Liquide/BOC (kasus 21) karena merger kedua
perusahaan ini kiranya akan memperkuat posisi mereka dalam menguasai pasar

gas industri dan sekaligus juga berarti merugikan pesaing dari Amerika.

Kesepakatan untuk saling mendukung antara otoritas persaingan dari berbagai
negara tidak akan ada dampaknya sama sekali pada kasus-kasus dimana otoritas -
otoritas tersebut punya tujuan politik industri sendiri-sendiri, walaupun penilaian
mereka terhadap aspek politik persaingan pada kasus-kasus tersebut sama. Kasus-
kasus ini disusun dalam tabel 5 dalam kategori sebelah kanan bawah. Oleh karena
itulah, Bundeskartellamt dalam kasus Bayer/Firestone (no. 5) yang telah disebutkan
sebelumnya tidak bisa menentang tujuan politik industri Perancis, dan hal yang
sama dialami pula oleh Komisi Uni Eropa dalam menghadapi tujuan politik industri
Amerika pada kasus Boeing/McDonnel Douglas (no. 19) — seperti telah disinggung
di atas.”® Komisi Uni Eropa berhasil menghalangi praktek merger de Havelland/ATR
(No. 12) meskipun merger ini dianggap oleh pihak Kanada dan Amerika memiliki
muatan politik industri.'® Kalau dilihat seperti ini, perizinan menteri dalam peraturan
perkartelan di Jerman yang telah disinggung di atas menjadi penghalang serius bagi
pengkoordinasian kebijakan persaingan karena kasus-kasus merger di sana secara

eksplisit tidak dinilai atas dasar kriteria persaingan.

Bahkan kadang-kadang muncul kasus-kasus yang menurut penilaian pihak otoritas
persaingan tidak mengganggu kebijakan persaingan, tapi karena adanya motif-motif
politik industri dalam kasus-kasus tersebut, merger harus dilarang. Kasus-kasus
merger seperti ini umumnya menyangkut praktek merger yang akan direalisasikan

di luar negeri, bukan di negeri di mana otoritas melarangnya. Contoh klasik untuk ini

18 Keputusan Bundeskartellamt menyangkut kasus Bayer/Firestone dibatalkan pada 1980
oleh Pengadilan Banding (Kammergericht) Berlin. Alasan pembatalan itu adalah adanya
kekurangan prosedur. Tapi sebenarnya sangat mungkin keputusan Kammergericht Berlin itu
disebabkan oleh kekhawatiran akan munculnya konflik internasional antara pihak
pemerintah Jerman dan Perancis (bandingkan dengan Grossman et.al., 1998, h. 155)

19 Kasus de Havelland/ATR adalah kasus pertama di mana terjadi larangan merger atas
dasar peraturan pengawasan merger Uni Eropa yang berlaku pada 1998.
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adalah kasus aliansi strategis antara British Airways dan American Airlines (no. 18)
yang disetujui oleh pemerintah Inggris di mana aliansi akan dilakukan, tapi oleh
pihak Amerika rencana tersebut dianggap punya motif politik industri. Pihak Amerika
mencoba menghubungkan pemberian izin terhadap aliansi ini dengan syarat pihak
Inggris bisa membuka bandara Heathrow secara tak terbatas kepada perusahaan
penerbangan Amerika. Upaya pemerintah Inggris untuk memberlakukan prinsip
open skies sebagai imbalannya, dalam arti perusahaan penerbangan Inggris juga
memperoleh hak yang sama dalam bandara-bandara Amerika, ditolak pihak
Amerika. Memang pada akhirnya pihak Amerika tidak bisa menghalangi aliansi
strategis ini, tapi kasus ini secara mengesankan menggambarkan betapa konflik-

konflik internasional bisa menjadi masalah yang rumit dalam kebijakan persaingan.

Kasus yang tidak mudah untuk diklasifikasikan adalah kasus IBM (no. 8). Dalam
kasus ini Komisi Uni Eropa mencoba menekan IBM agar mengumumkan standar
produk untuk komputer mereka sedini mungkin di Eropa — untuk memberikan waktu
persiapan yang cukup kepada pihak produsen barang-barang pelengkapnya di
Eropa — untuk memasuki pasar dengan barang-barang mereka sendiri. Tujuan yang
hendak dicapai dari keputusan komisi ini adalah menghindari meluasnya posisi IBM
yang menguasai pasar komputer di Eropa kepada pasar alat-alat pelengkap
komputer di sana. Keputusan ini tidak hanya ditentang oleh perusahaan tersebut,
tetapi juga oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, karena sesuai keterangan
pihak Departemen Kehakiman Amerika Serikat, mereka sendiri telah memeriksa
kritik tersebut dan berkesimpulan bahwa keputusan tersebut tidak bisa dikenakan

pada IBM mengingat tajamnya persaingan di pasar Amerika.

Akhirnya perselisihan ini diselesaikan dengan kompromi, di mana pihak Amerika
secara umum lebih berhasil meraih tujuannya (Rishikesh 1991). Bisa diduga bahwa
dalam keputusan mereka itu pihak pemerintah Amerika Serikat juga melihat adanya
kerugian dari segi politik industri terhadap ekonomi Amerika, yakni kerugian yang
muncul dari melemahnya posisi pasar IBM di pasar barang-barang pelengkap

komputer Eropa.

Tentu saja tidak semua kasus-kasus yang dimuat dalam tabel 4 dan tabel 5 bisa
dikatakan representatif karena umumnya pemilihannya ditentukan oleh informasi-

informasi yang ada dalam literatur. Namun demikian, kasus-kasus ini memperjelas
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bahwa konflik-konflik internasional yang menyangkut kebijakan persaingan tidak
hanya menyuguhkan permasalahan teoritis, melainkan juga menyangkut realita
politik yang konkrit. Dalam pada itu, semakin serius konfliknya, maka kepercayaan
kepada korporasi internasional sebagai mekanisme penyelesaian konflik pun
semakin kurang bisa dibenarkan. Jadi, internasionalisasi kebijakan persaingan yang
dibutuhkan tidak bisa diraih hanya dengan cara mengintensifkan kerjasama antar
otoritas persaingan masing-masing Negara, melainkan untuk itu masih diperlukan

koordinasi dari instansi supranasional yang lebih tinggi tingkatnya.
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V. Kebijakan Persaingan sebagai Perkembangan Lanjutan dari Kebijakan

Perdagangan
1. Dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) menuju TRAPSs

Seperti telah diuraikan di atas, kebijakan persaingan internasional diperlukan karena
alasan yang terkait dengan kebijakan persaingan itu sendiri. Tapi di samping itu
masih ada alasan lain, yakni alasan yang dilihat dari sudut pandang kebijakan
perdagangan. Pada intinya, alasan kedua ini bertitik tolak pada isu-isu kebijakan
persaingan dan perdagangan yang makin saling bertumpang-tindih dan bercampur-
baur. Kebijakan perdagangan klasik yang dipusatkan pada penghapusan bea cukai
dan penghalang-penghalang perdagangan internasional lainnya semakin kehilangan
maknanya. Dewasa ini batas-batas perdagangan yang relevan terutama sekali
berada jauh di belakang batas-batas dalam negeri setiap negara, atau dengan kata
lain di pasar-pasar nasional (behind the border-practise). Saat ini tingkat
keterbukaan sebuah negara bagi persaingan internasional umumnya tidak lagi
tergantung pada seberapa berat penghalang di perbatasan bagi praktek
perdagangan, tetapi lebih ditentukan oleh keterbukaan pasar-pasar nasional secara
merata untuk pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Ini khususnya berlaku untuk
bidang jasa, tapi tentu saja juga berlaku untuk barang-barang industri yang

keberhasilan pemasarannya menuntut keberadaan pelaku bisnis lokal.

Dalam kebijakan perdagangan internasional, pengalihan fokus ini sudah lama
dikenal. Sejalan dengan itu, dalam perundingan kelompok kerja yang membahas
GATT (Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan) di Uruguay yang
berlangsung dari 1986 hingga 1994, agenda utamanya adalah isu seperti behind the
border-practise. Dalam perundingan perdagangan itu, untuk pertama kalinya dalam
konteks GATT diupayakan memahami rintangan-rintangan terhadap praktek
perdagangan yang bukan terletak pada perbatasan melainkan pada prosedur dalam
negeri setiap negara (Ostry 1995). Upaya ini, contohnya, menghasilkan
pengetahuan bahwa perdagangan internasional di bidang jasa pada dasarnya
tergantung pada kebebasan anak-anak perusahaan asing untuk membuka
cabangnya di luar negeri. Pengetahuan ini kemudian menjadi dasar
dilaksanakannya perundingan tentang kesepakatan GATS (General Agreement on

Trade and Services) menyangkut perdagangan jasa. Kebebasan membuka cabang
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di pasar-pasar luar negeri bisa direalisasikan bila tidak ada diskriminasi dalam
berinventasi pada pasar-pasar asing. Karena itulah, dalam pertemuan kelompok
kerja di Uruguay juga dimasukkan dalam agenda pembahasan apa yang disebut
TRIMs (Trade-Related Investment Measures). Akhirnya juga dibuat sebuah
kesepakatan bersama tentang pengakuan terhadap hak-hak perlindungan bisnis.
Kesepakatan TRIPs ini (Trade-Related Intellectual Property Rights) bisa dilihat
sebagai perombakan terbesar dalam petemuan di Uruguay, karena di sinilah untuk
pertama kalinya regulasi pasar masing-masing negara bisa diintervensi melalui

kebijakan perdagangan internasional.

Pertemuan di Uruguay tidak lagi sebagai awal, dan masa perundingan selama
delapan tahun — yang jika dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan GATT
lainnya terhitung sangat lama itu — menunjukkan betapa sulithya mencapai suatu
kesepakatan internasional jika orang berurusan dengan behind the border-practise.
Karena dalam pertemuan di Uruguay itu lebih banyak dilontarkan masalah
ketimbang pemecahannya, maka dalam pertemuan-pertemuan perdagangan yang
akan datang bisa dipastikan bahwa isu GATS, TRIMs dan TRIPs akan ada lagi
dalam agenda pembahasan. Untuk mempersiapkan pertemuan ini, dalam konferensi
WTO di Singapura lalu telah diluncurkan “Working Group on the Interaction Between

Trade and Competition Policy” (lihat lampiran 3).

Kalau dilihat situasi dewasa ini, ada pula peluang untuk membuat standar aturan
main internasional di bidang kebijakan persaingan — selain kebijakan perdagangan.
Kata kuncinya untuk itu sudah ada, yakni TRAPs (Trade-Related Antitrust
Principles). Tapi nampaknya tidak mungkin mengharapkan sukses yang cepat di

bidang ini.

Kesulitannya terutama sekali — seperti juga dalam menangani masalah lain yang
berkaitan dengan behind the border-practise — terletak pada fakta bahwa dibutuhkan
intervensi yang lebih kuat ke dalam kebijakan-kebijakan nasional, dan itu berarti
mencampuri pula hak kedaulatan sebuah negara. Intervensi ini sifatnya lebih dalam
daripada sekedar penghapusan hambatan-hambatan perdagangan pada perbatasan
nasional. Dan kalau pun berhasil mencapai sebuah keputusan menyangkut isu
TRAPs ini, maka sangat mungkin pencapaian itu — dilihat dari segi isinya — bersifat
permulaan pertama yang fungsinya membuka jalan bagi kelompok kerja

perundingan di masa depan (Langhammer 1999; Hauser 2002). Keinginan untuk
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segera merundingkan isu TRAPs secara intensif, terutama sekali dari pihak Uni
Eropa, pada pertemuan kelompok kerja berikutnya yang dimulai di Doha pada 2001,
tidak bisa terpenuhi. Memang topik ini tidak benar-benar dicoret dari agenda Doha,
tapi jelas ia tidak akan menjadi bahasan utama perundingan, dan dengan demikian

tidak ada harapan akan muncul sebuah kesepakatan yang substansial.?

Padahal WTO tidak bisa terus menerus melepaskan diri dari penanganan isu-isu
menyangkut kebijakan persaingan. Relevansi yang terus meningkat dari isu-isu
kebijakan persaingan terhadap kebijakan perdagangan terutama sekali muncul dari
perubahan struktur produksi secara mendasar di seluruh dunia. Perubahan ini bisa
dirumuskan dengan istilah tertiarisasi (Tertiarisierung/tertiarization). Tertiarisasi
bukan berarti, seperti yang sering diduga, tergantikannya barang-barang indsutri
oleh sektor jasa, tapi merangseknya sektor jasa di seluruh bidang ekonomi (Klodt,
Maurer, Schimmelpfennig 1997). Siapa yang dewasa ini, misalnya, berbisnis produk
pengolahan data elektronik, akan memastikan bahwa nilai perangkat lunak yang
dihubungkan dengan pengolahan data seringkali jauh melampaui nilai perangkat
kerasnya. Di sini produk industri dan jasa membaur menjadi satu kesatuan yang tak
terpisahkan — dimana intensitas jasa yang lebih tinggi biasanya melahirkan kualitas
produk yang lebih tinggi pula. Seberapa jauh tingkat keberhasilan sebuah produk
industri modern yang di pasarkan di pasar asing bisa dicapai, itu selalu tergantung
pada seberapa jauh keberhasilan pelaku bisnis membangun sebuah sistem industri
yang produktif di negara tujuan, bisa memberikan layanan purna jual yang cocok
dengan pelanggan, atau bisa menyesuaikan desain produk dengan pihak penawar
produk-produk yang bersifat melengkapi (produk pelengkap). Siapa yang ingin
mengekspor sebuah alat mesin dari Jerman ke Amerika tidak akan berhasil baik jika
mesin tersebut tidak bisa diintegrasikan ke dalam sistem CAM atau CIM yang ada di
sana. Dan siapa yang ingin mengekspor penganan dari Skotlandia ke Jerman harus
punya akses ke dalam sistem Gr ner Punkt, kalau ia tidak mau dikeluarkan dari

daftar pedagang eceran.

Jadi, untuk bisa masuk ke dalam pasar luar negeri tidak cukup lagi hanya dengan
mengatasi batasan bea cukai dan rintangan-rintangan sejenisnya di perbatasan.

Yang menjadi semakin penting dewasa ini adalah menancapkan kaki dalam pasar

% Tentang naskah penjelasan menteri dalam pertemua di Doha bisa lihat lampiran 4
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negara bersangkutan tanpa harus memusingkan diri dengan masalah perbatasan
negara. Apabila di suatu negara terdapat rintangan yang serius untuk memasuki
pasarnya, hal itu bisa merintangi perdagangan internasional — dan rintangan ini bisa
dirasakan. Alasan rintangan tersebut tidak terletak pada kebijakan perdagangan,
melainkan pada kurangnya intensitas persaingan di pasar nasional. Batas antara
kebijakan perdagangan dan kebijakan persaingan semakin kabur.?* Jika rezim
perdagangan dunia liberal ingin terus ditegakkan, maka tidak ada cara lain kecuali
menambah dan menyempurnakan tatanan perdagangan internasional dengan suatu

tatanan persaingan internasional.

Tapi sayangnya pemerintah nasional tidak begitu menjamin kebebasan persaingan
internasional di samping kebebasan perdagangan. Hal ini terlihat pada tidak adanya
larangan terhadap praktek kartel ekspor, juga tidak di negara-negara di mana
praktek kartel dalam pasar domestik diawasi secara ketat.?> Selain itu, dalam
kebijakan perdagangan digunakan voluntary export restraints, orderly market
arrangements, fair market value agreements, voluntary import expansions dan
kesepakatan-kesepakatan lainnya — yang tidak lain adalah persekongkolan harga

dan persekongkolan jumlah produksi internasional yang nyata.

Kebijakan Anti-Dumping semakin menjadi titik lemah yang utama dalam kebijakan
perdagangan internasional.”®> Dan berbagai anggota WTO makin memanfaatkan
kemungkinan membuat rintangan perdagangan dengan pabean anti-dumping
terhadap pesaing-pesaing yang kurang disukai (lihat misalnya Siebert, Klodt 1999, h.
130). Padahal, dalam kebijakan perdagangan, yang bisa dianggap sebagai dumping

adalah setiap penetapan harga di bawah biaya rata-rata, sementara dalam ekonomi

21 Berbagai contoh untuk kartel-kartel internasional dan praktek-praktek pembatasan
persaingan lain dalam perusahaan swasta yang sekaligus juga membatasi kebebasan
perdagangan bisa dilihat dalam tulisan Wolff (1995).

2 Dj Jerman pembebasan kartel ekspor dari larangan kartel secara umum baru dihapus
sejak diberlakukannya amandemen UU tentang Pembatasan Persaingan tahun 1998. Dalam
hukum persaingan Eropa tidak ada peraturan perundang-undangan untuk itu. Tapi
berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Eropa menyangkut kasus internasional Bulk
Oil/Sun pada tahun 1986 kartel-kartel ekspor murni harus sejalan dengan hukum Uni Eropa
(bandingkan dengan Basedow, 1998, h. 28).

% Yang dimaksud dengan dumping adalah perilaku harga di mana harga penjualan barang-
barang di pasar luar negeri lebih murah (di bawah harga rujukan). Dalam kebijakan
perdagangan yang dijadikan sebagai harga rujukan adalah harga-harga yang ditentukan
dalam negeri, biaya perbatasan atau biaya rata-rata, masing-masing ditambah biaya
transportasi. Uraian lengkapnya baca Gottfried Haberler (1970), h. 218 dst.
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industri dan dalam kebijakan persaingan, sudah lama diakui bahwa sikap siap
menerima kerugian dalam berusaha di pasar-pasar yang sedang berkembang pada
saat memasukkan produk-produk baru ke pasar bisa menjadi prasyarat yang perlu
dan yang sesuai dengan persaingan bagi suksesnya menggantikan produk-produk
lama dan bagi tercapainya reduksi biaya di masa depan. Oleh karena itu, dalam
kebijakan persaingan dibedakan secara teliti antara bentuk-bentuk dumping yang
mendorong dan yang merugikan persaingan. Adanya kebijakan persaingan nasional
dan internasional yang konsekuen akan membuat klausul anti-dumping dalam
kebijakan perdagangan menjadi tidak dibutuhkan, dan dengan demikian menutup
lubang peka dalam sistem peraturan WTO yang ada sekarang (Messerlin 1994;
Hoekman, Mavroides 1996, Hoekman 1997).

Dalam kesepakatan GATS dan TRIPs juga terdapat lubang — yang jika dilihat dari

sudut pandang kebijakan persaingan perlu ditambal:

Dalam GATS, seperti yang diungkapkan Basedow (1998, h. 45), hanya
terdapat “regulasi masalah-masalah kebijakan persaingan yang masih terlalu
mentah dan tak lengkap”. Pihak-pihak yang berunding hanya bisa
mendiskusikan bahwa selain praktek monopoli masih ada pola-pola perilaku
lain yang menghalangi persaingan, dan itu berarti menghalangi lalu lintas jasa
juga. Namun, pola-pola perilaku yang bagaimana yang dimaksud dan
bagaimana cara menanganinya dalam konteks kebijakan perdagangan dan

persaingan, masih tetap terbuka.

Situasi serupa terdapat pula dalam kesepakatan TRIPs. Berdasarkan pasal 8
alinea 2 dari kesepakatan ini, tindakan-tindakan untuk melawan praktek
penyalahgunaan hak-hak perlindungan oleh si empunya hak memang
diperbolehkan, tetapi dalam perundingan TRIPs tersebut tidak bisa dicapai
suatu kesepakatan dengan kriteria yang bagaimana penyalahgunaan hak
perlindungan tersebut bisa diidentifikasikan. Dengan adanya kekurangan
atau lubang ini jelas sekali kesepakatan tentang TRIPs tersebut menjadi
kurang efektif karena masing-masing negara anggota kurang lebih bisa
secara sewenang-wenang menganggap bahwa upaya-upaya tertentu yang

melawan pemilik hak perlindungan dari luar negeri (baca: perusahaan asing)
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bisa digunakan pula untuk melawan praktek penyalahgunaan hak
perlindungan (Basedow 1998, h. 44 dst.).

Dari pemikiran di atas bisa disimpulkan bahwa kebijakan perdagangan internasional
yang diakui punya posisi nilai tinggi akan semakin punya banyak celah apabila
lubang-lubang seperti diuraikan di atas tidak ditutupi dengan elemen-elemen dari
bidang kebijakan persaingan. Kalau dilihat seperti ini, maka keberadaan suatu
kebijakan persaingan internasional bisa menjadi perkembangan lanjutan yang
konsekuen dan perlu untuk mendampingi kebijakan perdagangan.** Ini sekaligus
menjadi alasan pertama mengapa WTO bisa menjadi kerangka institusional yang
sesuai untuk kebijakan persaingan internasional. Alasan kedua diuraikan daam

bahasan di bawah ini.
2. Prinsip kambing hitam dan perencanaan bertahap

Pada tahun-tahun dan dasawarsa yang lalu ada serangkaian pendekatan,
bagaimana caranya bisa membuat suatu kebijakan persaingan internasional yang
independen. Salah satu pendekatan yang paling lengkap adalah Bab 5 dari
Havanna-Charta 1948 — yang, sayangnya, tidak pernah diratifikasi (lihat lampiran 5).
Selain itu, masih ada berbagai upaya yang dinaungi PBB dan OECD (Organisasi
untuk Kerjasama Ekonomi dan Pengembangan) untuk menetapkan aturan-aturan
yang mengikat bagi perilaku perusahaan-perusahaan multinasional. Tapi, upaya-
upaya ini juga tidak pernah terus dikembangkan menjadi suatu kebijakan persaingan
yang layak. Pada tahun 90-an sebuah kelompok yang terdiri dari pakar-pakar
mancanegara ternama di Max-Planck-Institut untuk Hukum Internasional di Munich
menggodok sebuah konsep baru yang mereka perkenalkan kepada publik sebagai
Draft International Antitrust Code pada Juli 1993 (lihat lampiran 6).%

Pada saat mengerjakan undang-undang tersebut, para penyusunnya mempelajari
serangkaian prinsip yang memiliki karakter penunjuk jalan. Artinya, dalam prinsip-

prinsip tersebut terdapat unsur-unsur berikut:

24 Ini sama dengan argumentasi Basedow (2000). Gerhardt (2001) malah menghimbau agar
WTO terus dikembangkan menjadi inti dari suatu tatanan persaingan internasional.

% Teks lengkapnya antara lain dicetak sebagai lampiran dalam buku karangan Fikentscher
(1994)
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adanya kewajiban bagi otoritas persaingan nasional untuk memberikan nilai
posisi yang sama terhadap persaingan di pasar-pasar nasional dan
internasional dalam keputusan-keputusan mereka;

adanya kesepakatan pihak-pihak yang berunding tentang standar minimum
tertentu dari kebijakan persaingan;

pembatasan terhadap kemungkinan diterapkannya aturan-aturan persaingan
internasional hanya sebatas pada pembatasan persaingan yang melewati
batas negara.

membentuk suatu agensi persaingan internasional yang mempunyai hak
mengadukan ke pengadilan di negara yang bersangkutan apabila aturan-
aturan internasional yang telah disepakati bersama tidak diterapkan atau

dilanggar oleh pemerintah nasional.

Reaksi terhadap usulan dari Munich ini lebih didasari pada kesan bahwa Draft
International Antitrust Code tersebut terlalu ambisius, meskipun pada prinsipnya ia
memiliki tujuan yang benar. Oleh karena itu, draft ini mustahil direalisasikan (Hauser,
Schoene 1994, Freytag, Zimmermann 1998; Trebilcock 1998). Perdebatan ini — yang
dulu juga pernah diikuti oleh Lembaga Ekonomi Dunia (Klodt 1995) — tidak perlu
dibahas kembali di sini.”® Sebagai gantinya perlu dipikirkan dengan pendekatan
institusional — yang mana kemungkinan realisasi sebuah kebijakan persaingan

international itu bisa diperbaiki.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, masalah dasar untuk mewujudkan suatu
kebijakan persaingan internasional terletak pada fakta bahwa kebebasan persaingan
di pasar-pasar dunia menjadi “kepemilikan” internasional yang bersifat umum. Dan
negara-negara yang tidak memberi kontribusi terhadap terciptanya kepemilikan ini
juga mengambil untung darinya. Kepemilikan umum ini “diproduksi” oleh kesediaan
masing-masing negara untuk melepaskan sebagian wewenangnya dalam kebijakan
persaingan nasional demi sebuah kebijakan persaingan internasional. Kualitas
kepemilikan umum ini hampir tidak dipengaruhi oleh faktor — apakah benar-benar

semua negara atau hanya hampir semua negara yang memberi kontribusi terhadap

% hanya catatan kecil: Yang layak diperhatikan dan inovatif adalah usulan tentang
kemungkinan pengaduan ke pengadilan-pengadilan nasional atau negara yang
berangkutan. Sebaliknya, gagasan memasukkan aturan-aturan tentang dekartelisasi
perusahaan ke dalam sebuah perjanjian internasional tampaknya terlalu berlebihan, karena
aturan-aturan seperti ini hingga sekarang hanya ada dalam UU Persaingan Amerika Serikat.
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terciptanya kepemilikan tersebut. Oleh karena itu, setiap negara punya dorongan
untuk berperilaku sebagai free rider dan mempercayai bahwa negara-negara lain
menjamin kebebasan persaingan di pasar-pasar dunia melalui penyerahan sebagian
wewenang dalam kebijakan persaingan nasional mereka kepada sebuah institusi
internasional, sementara negara yang bersangkutan tidak perlu tunduk pada

kebijakan persaingan internasional. %’

Tentu saja orang bisa beragumentasi bahwa kualitas kepemilikan umum berupa
kebebasan persaingan di pasar-pasar dunia itu sangat dipengaruhi oleh faktor
apakah negara-negara besar seperti Amerika Serikat ikut andil dalam
memproduksinya atau tidak. Namun, bagi negara-negara besar pun ada dorongan
untuk bersikap sebagai free rider. Hal ini disebabkan karena negara-negara besar
tetap masih punya kemungkinan membuat keputusan yang tergantung pada kasus
per kasus. Artinya, apakah mereka pada suatu kasus tertentu ingin memberikan
kontribusi terhadap terciptanya kebebasan persaingan di pasar-pasar dunia melalui
penerapan yang sesuai dari perangkat kebijakan persaingan dalam negeri (nasional)
mereka atau tidak. Jadi, mereka punya pilihan. Sementara kalau mereka tunduk
pada sebuah kebijakan persaingan internasional mereka tidak memiliki peluang lagi

untuk memilih.

Kalau kita ingin mendorong pemerintah yang berdaulat untuk menandatangani
sebuah perjanjian internasional, kita harus menawarkan kepada mereka sebuah
kepemilikan klub (Club-Gut) yang hanya bisa digunakan oleh negara-negara yang
menjadi anggota klub tersebut.”® Sebuah kepemilikan klub seperti ini mungkin bisa
diperoleh dari akses terhadap mekanisme peleraian perselisihan yang dimiliki WTO.
WTO memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam hal menengahi perselisihan

masalah-masalah perdagangan internasional. Pengalaman ini kiranya bisa ditransfer

2" Kebijakan tentang iklim dunia (Klimapolitik) juga menghadapi masalah serupa karena
penolakan terhadap emisi gas rumah kaca adalah demi kebaikan semua negara, dan
kontribusi setiap negara dalam upaya mengurangi efek rumah kaca relatif kecil. Ini
merupakan salah satu alasan penting mengapa Protokol Kyoto yang penandatanganannya
menjadi peristiwa penting dalam kebijakan iklim internasional itu dilihat dari sudut pandang
dewasa ini tidak bisa dianggap realistis lagi.

2 Untuk membedakan antara kepemilikan umum dan kepemilikan klub silakan baca antara
lain Cornes dan Sandler (1986).
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tanpa kesulitan besar ke dalam masalah-masalah perselisihan dalam bidang

kebijakan persaingan.®

Bisa diduga bahwa banyak pemerintah hanya bersedia tunduk pada keputusan
badan penyelesaian perselisihan seperti ini, dikala konflik-konflik kebijakan
persaingan yang menyangkut berbagai tujuan politik industri masing-masing pihak
yang terlibat atau negara yang bersaing muncul. Dalam literatur yang membahas
masalah kebijakan industri selalu disebutkan bahwa pemerintah nasional biasanya
menetapkan tujuan politik industrinya bukan karena kepentingan sendiri, tapi
umumnya mereka bertindak atas tekanan kelompok kepentingan swasta. Terutama
sekali menjelang jadwal pemilu, selalu sulit bagi pihak pemerintah untuk melawan
tekanan tersebut meskipun dengan menuruti kepentingan khusus pihak swasta ini
mereka akan mengurangi peluang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan
dengan demikian, kalau dilihat untuk jangka panjang, cenderung akan merugikan
peluang mereka sendiri untuk terpilih kembali. Apabila sekarang ada instansi yang
bersifat transnasional yang bisa dijadikan kambing hitam, maka dengan cara ini bisa
dibuat kebijakan yang juga sejalan dengan tujuan-tujuan pemerintah nasional. Tapi
kebijakan ini nampaknya tak akan berhasil diterapkan sendiri oleh pemerintah
nasional dalam rangka menentang kepentingan kelompok yang ada di negara

bersangkutan.°

Kemungkinan untuk menerapkan metode penyelesaian perselisinan yang dilakukan
WTO dalam masalah-masalah persaingan dibahas dalam berbagai literatur
(Graham, Richardson 1997; Hoekman 1997; Komisi Monopoli 1998; Immenga 2000;
Basedow 2000). Namun dalam tulisan-tulisan ini tidak ada analisa tentang sejauh
mana opsi penggunaan instrument ini bisa memperbaiki tingkat penerimaan materi
aturan-aturan persaingan internasional. Selama ini orang tidak melihat bahwa hal
tersebut bisa menjadi faktor penting untuk mendorong pemerintah nasional

menyetujui penyerahan hak-hak kedaulatan kepada sebuah perwakilan kebijakan

29 Apakah untuk itu sekretariat WTO perlu diperluas dengan menambahkan divisi kebijakan
persaingan atau apakah divisi ini memakai nama “Kantor Kartel Dunia” atau “Agensi
Persaingan Internasional”, itu tidak begitu penting.

% Badan Pengawas Subsidi Uni Eropa juga berjalan sesuai dengan prinsip kambing-hitam
ini. Pengawas persaingan yang berkedudukan di Brissel ini selalu berhasil memotong
kembali program-program subsidi nasional yang dibuat atas desakan kepentingan-
kepentingan kelompok di negara bersangkutan. Dengan tindakan ini badan pengawas
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persaingan yang bersifat supranasional. Apabila benar dugaan bahwa kebijakan-
kebijakan nasional yang merugikan kegiatan persaingan usaha itu cenderung
menuruti tujuan-tujuan kelompok kepentingan ketimbang tujuan-tujuan pemerintah
sendiri, maka prinsip kambing-hitam mungkin bisa cocok untuk mengatasi masalah

free rider yang ada dalam wacana kebijakan persaingan internasional.

Untuk menjamin persaingan internasional sama sekali tidak diperlukan kepatuhan
seluruh negara mitra WTO terhadap penyelesaian sengketa dalam masalah
kebijakan persaingan. Sebagian besar jumlah merger internasional hanya terjadi di
antara segelintir negara industri saja. Khususnya di pihak pembeli hampir tidak ada
yang berasal dari negara berkembang. Sebuah langkah pertama yang cukup
menjanjikan sukses menuju terciptanya suatu kebijakan persaingan internasional
mungkin telah dilakukan dengan ditetapkannya sebuah kesepakatan menyangkut
penyelesaian perselisihan dalam konflik-konflik yang berhubungan dengan kebijakan
persaingan. Kesepakatan ini ditetapkan di bawah naungan WTO oleh Uni Eropa
bersama dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain yang memiliki
kesepakatan bilateral tentang kerjasama masalah peraturan perkartelan. Untuk itu
anggota klub harus menyepakati beberapa prinsip kebijakan persaingan. Prinsip ini
bisa dibuat dengan mengacu pada Draft Internastional Antitrust Code. Selain itu,
Klub ini perlu dibentuk dalam tubuh WTO sebagai klub terbuka. Artinya, negara-
negara lain juga perlu diberi peluang untuk menjadi anggota kalau mereka bersedia

tunduk pada peraturan kebijakan persaingan klub.

Mungkin sukses pembentukan “International Competition Network” di New York
Oktober 2001 lalu bisa dilihat sebagai langkah pertama ke arah ini (lihat lampiran 7).
Jaringan ini — yang bertujuan pada pertukaran informasi dan perbaikan kooperasi
dalam mega merger internasional — terdiri dari otoritas-otoritas persaingan dari 11
negara OECD, Uni Eropa dan dua negara Afrika, di mana semuanya sekaligus
sebagai anggota pendiri jaringan. Otoritas-otoritas persaingan negara lain bisa

menjadi anggota kapan saja (Wolf 2002; Devellennis, Kiriazis 2002).

Argumentasi yang sering dikemukakan menyangkut masalah jaringan ini, yaitu
bahwa target kebijakan persaingan sebaiknya tidak dikejar dengan melibatkan WTO

karena akan ditentang mati-matian oleh pihak Amerika, tidak terlalu meyakinkan.

tersebut tidak hanya telah menyelamatkan jalannya persaingan usaha yang sehat dalam
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Karena faktanya, Amerika Serikat tidak pernah memahami kebijakan persaingannya
sebagai kebijakan kartel yang terpisah, melainkan sebagai kebijakan anti-trust yang
luas. Bahkan pengawasan terhadap merger sudah ada sejak 1904, yakni sejak
diberlakukannya Sherman Act. Padahal pengawasan seperti ini baru diterapkan di
Jerman pada 1973 dan di Uni Eropa pada 1989. Jadi, kelihatannya ada
kemungkinan besar bahwa ditahun-tahun mendatang akan terjadi perbaikan arah

dari sikap Amerika.

Juga kritik yang menyebutkan bahwa tidak ada gunanya berdiskusi tentang aturan-
aturan persaingan internasional selama sebagian besar negara tidak memiliki
kebijakan persaingan nasional yang independen, tidak meyakinkan. Bisa jadi dulu
kritik ini ada benarnya, tetapi sekarang sudah ada 123 negara yang memiliki
peraturan persaingan nasional (Tabel 6). Seperti yang ditunjukkan pada keterangan
tahun di tabel ini, jumlah negara-negara yang memiliki peraturan persaingan

nasional meningkat tajam di tahun 90-an.

Tabel 6 Negara-negara yang memiliki peraturan persaingan nasional
(status: Juni 2000)

Afrika
Mesir (a) Mauretania (1991, 1999)
Algeria (1995) Mauritius (1980, 1999)
Etiopia (a) Namibia(a)
Benin (a) Nigeria (1992)
Botswana (a) Ruanda(a)

Pantai Gading (1978, 1991)
Gabun(1989)

Ghana (a)

Kamerun (b)

Kenia (1988)

Lesotho (a)

Malawi (1998)

Mali (1997)

Zambia (1994, 1998)

Senegal (1994)

Zimbabwe (1996, 1999)

Afrika Selatan (1955, 1998, 1999)
Sudan (a)

Chad(a)

Tunesia (1991)

Tansania (1994)

kegiatan perdagangan domestic, tapi sering juga pemerintah yang bersangkutan.
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Marokko (1999)

Afrika Tengah (1994)

Asia dan Wilayah Pasifik

Azerbaijan (b)
Bahrain (b)
China (1993)

Fiji (1993)
Georgia (1996)
India (1969)
Indonesia (1999)
Iran (a)

Yemen (a)

Mongolia (b)

Pakistan (1970)
Philippina (1992)
Republik Korea (1980)
Arab Saudi (a)

Sri Lanka (1987)
Taiwan (1992, 1999)
Tajikistan (1993)
Thailand (1979, 1999)

lanjutan Tabel 6

Kazakstan (1999)
Kirgistan (1994)
Libanon (1967)

Turki (1994, 1998)
Turkmenistan (1993)
Uzbekistan (1992, 1996)

Malaysia(a) Vietnam(a)
Malta (1994)
Eropa Tengah dan Timur
Albania (1995) Polandia (1990)
Belarusia (1992) Republik Moldavia (1992)

Bosnia dan Herzegowina(a)
Bulgaria (1991, 1998)

Estonia (1993, 1998)
Jugoslawia (1996
Kroasia (1995)

Latvia (1991, 1993, 1998)
Lithuania (1992, 1999)

Mazedonia(b)

Rumania (1991, 1996)

Rusia (1991,

1995,2000)

Slowakia (1991, 1994, 1998)
Slowenia (1993, 1998)
Republik Ceko(1991, 1993)
Ukrainia (1992, 1996, 1998)
Hongaria (11984, 1990, 1996)

Negara-negara maju

Australia (1974)
Belgia (1991, 1999)

Liechtenstein (1992, 1995)
Luxemburg (1970, 19811
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Denmark (1997)

Jerman (1957, 1998)
Finlandia (1992, 1998)
Perancis (1986, 1995)
Yunani (1977, 1995)
Irlandia (1978, 1991, 1996)
Islandia (1993)

Israel (1959, 1988,1989)

Selandia Baru (1986)
Belanda (1997)

Norwegia (1993)

Austria (1988, 1993, 1999)
Portugal (1993)

Schwedia (1993)

Swiss (1962,1985,1995,2000)
Spanyol (1989, 1996, 1999)

Lanjutan Tabel 6

ltalia (1990)

Jepang (1947, 1998)
Kanada (1986, 1999)

Britania Raya (1973,
1994, 1998)
Amerika Serikat (1890, 1976)

Amerika latin dan Wilayah Karibik

Argentinia
(1923,1980,1999)
Barbados (a)

Bolivia (a)

Brasil (1962, 1990, 1998)
Chili (1959,1973,1980)
Costa Rica (1994)
Republik Dominika (a)
Ekuador (a)

El Salvador (a)
Guatemala (a)

Honduras (a)

Jamaika (1993)

Kolumbia (1959, 1992, 1998
Kuba (a)

Meksiko (1992, 1998)
Nikaragua (a)

Panama (1996, 1999)
Paraguay (1997)

Peru (1991)

Trinidad dan Tobago (a)
Uruguay (a)

Venezuela (1973, 1992, 1996)

(a) peraturan persaingan sedang dalam persiapan. (b) tidak ada keterangan tahun.

Quelle: UNCTAD (2001), S. 151.

Selain itu, tidak boleh dilupakan bahwa perundingan-perundingan yang intensif

tentang peraturan persaingan di tingkat internasional sangat mungkin mempunyai
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BATAS EDITING

reaksi terhadap upaya penyusunan peraturan persaingan di tingkat nasional, yaitu
kesadaran akan masalah dan kesediaan negara-negara yang tidak memiliki
peraturan persaingan sendiri untuk melakukan reformasi menjadi meningkat. Proses
ini mungkin bisa didorong secara aktif dengan dimasukkannya kebijakan persaingan
ke dalam Trade Policy Review Mechanism WTO. Dalam kerangka kebijakan ini,
WTO melaporkan secara rutin tentang kebijakan perdagangan negara-negara mitra.
Dengan cara ini muncul transparansi tentang kelalaian di tingkat nasional dan ada

dorongan untuk mendiskusikan peluang-peluang perbaikan di tingkat internasional.

Dan akhirnya perlu disadari bahwa tidak adanya norma-norma hukum yang sesuai
sama sekali bukan suatu rintangan untuk ikut dalam kesepakatan internasional
menyangkut kebijakan persaingan. Hal ini telah ditunjukkan oleh Belgia, Belanda
dan negara-negara Skandinavia yang baru menerapkan kebijakan persaingan
nasional setelah mereka menjadi anggota Uni Eropa, dan ini artinya, setelah mereka

mengambilalih peraturan (UU) persaingan Uni Eropa.

Bahwa isu-isu persaingan dalam kelompok kerja (pertemuan) di Doha tidak lagi
menjadi bahasan utama, jangan sampai membuat kita berpikir bahwa tema ini tidak
lagi dibahas dalam organisasi-organisasi penting. Malah sebaliknya, di banyak level
lain seperti dalam tubuh OECD, UNCTAD, APEC, AFTA, FTAA dan OAS, topik ini
didiskusikan lebih intensif dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tapi tidak mungkin
semua prakarsa ini dibahas secara rinci dalam studi ini, karena hal itu akan terlalu
luas. Yang tetap perlu dipegang teguh sekarang adalah diskusi internasional dewasa
ini telah mengalami banyak kemajuan. Ini harus dimanfaatkan apabila kita ingin

mencapai kemajuan dalam menciptakan suatu tatanan persaingan global.

Tentu saja sebuah tatanan persaingan global yang lengkap tidak bisa dibuat sekejap
mata. Namun, kata Bertoltd Brecht “kalau kita hanya bisa sedikit, tidak berarti kita
harus berhenti mencoba”. Mungkin akan besar hasilnya kalau sebuah kelompok inti
dari negara-negara berkumpul membentuk suatu klub terbuka dan menerima

perencanaan bertahap di bawah ini untuk jangka waktu tiga sampai lima tahun:

(1) Memasukkan kebijakan persaingan ke dalam Trade Policy Review
Mechanism WTO (untuk seluruh negara mitra WTO)

(2) Mengembangkan peraturan-peraturan persaingan oleh sebuah kelompok inti
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dari negara-negara (klub-negara) yang memiliki peraturan persaingan yang
luas.

(3) Klub negara tersebut wajib mengumumkan keputusan-keputusan otoritas
persaingan di negara masing-masing menyangkut tindakan-tindakan yang
berkaitan dengan peraturan persaingan yang telah disepakati kepada
sekretariat Klub.

4) Mendirikan sebuah perwakilan persaingan internasional di bawah naungan
WTO yang memutuskan konflik-konflik kebijakan persaingan internasional
dengan merujuk pada mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan
WTO.

Kemungkinan besar sangat sulit melengkapi perwakilan ini dengan instrumen-

instrumen hukuman sendiri. Karena itu ia harus dikondisikan untuk memprakarsai

tindakan-tindakan sanksi yang bersifat nasional. Mungkin satu kemungkinan untuk
itu adalah hak pengaduan ke pengadilan nasional yang diusulkan dalam Draft

Antitrust Code.

Untuk melindungi subsidiaritas, perwakilan ini sebaiknya hanya bekerja atas dasar
permintaan. Dan yang punya hak untuk membuat permintaan ini tidak hanya otoritas
persaingan dari negara-negara yang menjadi anggota klub, tetapi juga pelaku
ekonomi swasta dari negara-negara tersebut — selama mereka sendiri terkena
dampak secara langsung dari pembatasan persaingan. Permintaan dari negara-
negara ketiga sebaiknya tidak diperbolehkan, untuk merangsang mereka agar

menjadi anggota klub.

Gagasan dasar dari rencana bertahap ini adalah menaruh harapan di pundak WTO
di satu pihak — karena WTO merupakan tempat tepat bagi kebijakan persaingan
internasional, dan di pihak lain juga menyerahkan proses penyusunan isi kebijakan
kepada negara-negara yang punya cukup pengalaman dalam penyusunan kebijakan
persaingan nasional. Dengan demikian mungkin rintangan institusional bisa diatasi

dan pengaburan materi peraturan persaingan internasional bisa dihindari.
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VI. 10 Teori tentang Tatanan Persaingan Global

1. Dengan bertambah majunya integrasi pasar-pasar dunia, maka kebijakan
persaingan pun semakin mendapatkan dimensi internasional. Otoritas-otoritas

persaingan nasional maupun supranasional tidak bisa menghindari tendensi ini.

2. Proses globalisasi cenderung meningkatkan persaingan, tapi kecenderungan
positif ini, paling tidak separuhnya, diimbangi oleh gelombang mega merger
internasional. Gelombang merger sekarang ini perlu didampingi suatu kebijakan
persaingan yang kritis, karena ia didominasi oleh merger yang bersifat horisontal —

yang bisa menjadi penghalang bagi persaingan.

3. Pada prinsipnya koordinasi kebijakan internasional seharusnya terfokus pada
upaya pengawasan terhadap spillovers internasional. Agar tidak menghalangi
proses penemuan persaingan sistem internasional yang tidak perlu, koordinasi
kebijakan ini harus dibatasi pada penetapan aturan-aturan minimal. Artinya,

koordinasi tersebut harus mengikuti prinsip subsidiaritas.

4. Bagi tatanan persaingan global, ini berarti bahwa koordinasi kebijakan tersebut
pertama-tama harus berkonsentrasi pada pelarangan kartel hardcore (termasuk
kartel ekspor) dan pada pengawasan mega merger yang bersifat horizontal.

Ini artinya, suatu tatanan persaingan global yang harus diciptakan ini tidak boleh

menggantikan tatanan persaingan nasional, tetapi melengkapinya.

5. Dewasa ini pembatasan-pembatasan terhadap persaingan internasional sudah
bisa dihadapi secara efektif dengan menerapkan effects doctrine dan praktek
saling membantu antara otoritas-otoritas persaingan nasional (comity). Namun,
sejalan dengan meningkatnya kasus-kasus konflik internasional dalam urusan
kebijakan persaingan solusi atas dasar kooperasi ini pun makin mencapai

batasnya.

6. Kerjasama antara otoritas-otoritas persaingan nasional tidak bisa membantu
menyelesaikan konflik apabila konflik-konfliknya menyangkut norma-norma

dalam kebijakan persaingan yang saling bertentangan, atau menyangkut tujuan-
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tujuan poltik yang berbeda-beda dari satu negara dengan negara lainnya. Seperti
yang ditunjukkan hasil evaluasi 22 studi kasus dalam tulisan ini, konflik-konflik

seperti ini makin sering terjadi dan makin rumit.

7. Masalah-masalah kebijakan perdagangan dan kebijakan persaingan usaha
semakin sulit dipisahkan karena adanya perubahan dalam struktur-struktur
produksi dan pasar — sejalan dengan berkembangnya tertiarisasi (tertiarization).
Meskipun TRAPs (trade related antitrust principles) dalam pertemuan pokja
perdagangan dunia di Doha tidak lagi menjadi isu utama, di masa datang WTO
tidak mungkin lagi lepas tangan dari penanganan masalah-masalah kebijakan

persaingan usaha.

8. Seperti yang terlihat pada diskusi-diskusi tentang isu pemberian izin menteri
di Jerman — di mana perizinan ini memiliki kekuatan hukum, realisasi

kebijakan persaingan usaha nasional gagal karena adanya penentangan dari
pihak kelompok kepentingan di negara bersangkutan. Oleh sebab itu,
pemerintah nasional mungkin bisa bersedia menyerahkan wewenang kebijakan
persaingan usaha kepada suatu badan perantara supranasional, karena badan
ini lebih siap dan mampu menjadi pihak penjaga persaingan usaha yang bisa

dipersalahkan.

9. Suatu tatanan persaingan usaha global sebaiknya diurus oleh sebuah lembaga
di bawah naungan WTO, karena organisasi ini memiliki pengalaman bertahun-
tahun dalam menengahi perselisihan dalam masalah-masalah perdagangan
internasional. Tapi perlu diingat, tujuannya bukan untuk mewajibkan seluruh
negara mitra WTO menerima sebuah tatanan persaingan usaha global, karena
jika ini dilakukan, kesepakatan yang hendak dibuat akan sangat sulit terwujud.
Tapi tujuan yang mungkin perlu dicapai adalah membentuk sebuah klub terbuka di
bawah naungan WTO. Mungkin yang bisa menjadi anggota klub ini adalah Uni
Eropa, Amerika Serikat dan beberapa negara lain yang memiliki kebijakan
persaingan usaha nasional yang luas. Tapi tentu saja negara-negara lain juga bisa
masuk menjadi anggota kapan pun, apabila negara-negara itu menerima

peraturan yang berlaku dalam klub.



10. Secara keseluruhan tidak perlu diragukan lagi bahwa globalisasi ekonomi dunia
akan berdampak pada dibutuhkannya eksistensi sebuah tatanan persaingan usaha
global. Jalan menuju ke sana harus ditelurusi melalui sebuah rencana bertahap

yang telah disepakati dan bersifat mengikat.
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Lampiran: Kutipan-kutipan dari dokumen-dokumen Kebijakan Persaingan
Usaha Internasional

Lampiran 1 - Perjanjian antara pemerintah Amerika Serikat dan Komisi Uni Eropa
Menyangkut penerapan Undang-undang persaingan usaha mereka

(lampiran)

Pasal I: Tujuan dan Definisi

1. Tujuan dari Kesepakatan ini adalah untuk memajukan kerja sama dan koordinasi
serta mengurangi kemungkinan atau dampak dari perbedaan di antara para Pihak

dalam penerapan undang-undang persaingan mereka.

Pasal II: Pemberitahuan

1. Masing-masing Pihak memberitahukan yang lainnya bilamana pihak yang
berwenang mengatur persaingan menyadari bahwa kegiataan-kegiatan penegakan

mereka tersebut dapat mempengaruhi kepentingan Pihak lain.

5. Masing-masing Pihak juga akan memberitahukan yang lain bilamana pihak yang
berwenang mengatur persaingan ikut campur atau sebaliknya berpartisipasi dalam
suatu perkara pengaturan atau perkara pengadilan yang tidak berasal dari kegiatan
penegakannya, mengingat permasalahan-permasalahan yang dirujuk dalam campur
tangan atau partisipasi tersebut dapat mempengaruhi kepentingan Pihak lain.

Pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat ini hanya berlaku pada:

a. perkara pengaturan atau perkara pengadilan yang umum

b. campur tangan atau partisipasi yang umum dan sesuai dengan tata cara formal;
dan

c. dalam hal perkara-perkara pengaturan di Amerika Serikat, hanyalah perkara di
hadapan badan-badan federal.

Pemberitahuan dilakukan pada saat campur tangan atau partisipasi atau sesegera

mungkin setelah itu.

72



6. Pemberitahuan yang dimaksud dalam Pasal ini meliputi informasi yang memadai
untuk mengizinkan sebuah evaluasi awal oleh Pihak yang menerima segala

pengaruh yang berakibat pada kepentingannya.

Pasal Ill: Pertukaran informasi

1. Para pihak bersepakat bahwa merupakan kepentingan mereka bersama untuk
menyebarkan informasi yang akan (a) membantu penerapan efektif undang-undang
persaingan mereka masing-masing, atau (b) memajukan pemahaman yang lebih
baik kepada mereka terhadap kondisi serta teori ekonomi yang sesuai dengan
kegiatan penegakan dari pihak yang berwenang mengatur persaingan dan campur

tangan atau partisipasi seperti yang dimaksud dalam pasal Il ayat 5.

Pasal IV: Kerja Sama dan Koordinasi dalam kegiatan-kegiatan penegakan

1. Pihak yang berwenang mengatur persaingan dari masing-masing Pihak yang
bersepakat akan memberikan bantuan kepada pihak yang berwenang mengatur
persaingan Pihak lain dalam kegiatan penegakannya, dalam batas yang sesuai
dengan kepentingan dan undang-undang Pihak yang membantu, serta kelayakan

sumber-sumber yang tersedia.

Pasal VI: Pencegahan perselisihan atas kegiatan penegakan

Di dalam kerangka undang-undangnya sendiri dan dalam batas yang sesuai dengan
kepentingannya, masing-masing Pihak berusaha, pada seluruh tahap kegiatan
penegakan, untuk mempertimbangkan kepentingan Pihak lain. Masing-masing Pihak
menimbang kepentingan Pihak lain dalam keputusan mengenai apakah akan
memulai sebuah penyelidikan atau tindakan ataukah tidak, ruang lingkup
penyelidikan atau tindakan, sifat perbaikan atau hukuman yang dicari, dan dengan

cara lain, setepat mungkin.
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Pasal IX: Hukum yang berlaku

Hal-hal yang tertulis dalam Kesepakatan ini tidak diterjemahkan dengan cara yang
tidak konsisten dengan undang-undang yang berlaku, atau seperti yang
mengisyaratkan perubahan dalam undang-undang, di Amerika Serikat atau
Masyarakat Eropa atau di masing-masing negara bagian atau negara-negara
anggota.

Diputuskan di Washington, dua rangkap, pada dua puluh tiga September, 1999,
dalam bahasa Inggris.

Untuk Komisi Masyarakat Eropa

Untuk Pemerintah Amerika Serikat

Pasal |

Ruang Lingkup dan Tujuan dari Kesepakatan ini.
1. Kesepakatan ini berlaku dimana satu Pihak memenuhi yang lainnya dalam hal

terdapat alasan untuk mempercayai keadaan tersebut berikut ini terjadi:

(a) Kegiatan yang anti-daya saing berlangsung di seluruh atau di bagian penting di
wilayah salah satu dari para Pihak tersebut dan secara merugikan mempengaruhi

kepentingan Pihak yang lain; dan

(b) Kegiatan yang dibicarakan tersebut tidak diizinkan di bawah undang-undang

persaingan dari Pihak yang di wilayahnya tersebut kegiatan itu berlangsung.

2. Tujuan dari Kesepakatan ini adalah untuk:

(a) Membantu menjamin bahwa perdagangan dan investasi berlangsung di antara
para Pihak serta persaingan dan kesejahteraan konsumen dalam wilayah para Pihak
tersebut tidak dihalangi oleh kegiatan yang anti-daya saing dengan mana undang-

undang persaingan dari satu atau kedua Pihak dapat memberikan perbaikan, dan

(b) Mewujudkan tata cara yang kooperatif untuk mencapai penegakan undang-
undang persaingan secara paling efektif dan efisien, dengan mana pihak yang

berwenang mengatur persaingan dari masing-masing Pihak biasanya akan
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menghindari pengalokasian sumber-sumber penegakan untuk menghadapi kegiatan
anti-daya saing yang terutama terjadi di wilayah Pihak lain dan terutama diarahkan
ke wilayah Pihak lain, dimana pihak yang berwenang mengatur persaingan dari
Pihak lain tersebut mampu dan disiapkan untuk memeriksa dan mengambil sanksi-
sanksi yang efektif di bawah undang-undang untuk menghadapi kegiatan-kegiatan

tersebut

Pasal Il

Rasa hormat yang positif
Pihak yang berwenang mengatur persaingan dari satu Pihak yang meminta dapat
memohon pihak yang berwenang mengatur persaingan dari Pihak yang diminta
untuk menyelidiki dan, jika dijamin, memperbaiki kegiatan yang anti-daya saing
sesuai dengan undang-undang persaingan dari Pihak yang diminta. Permohonan
semacam itu dapat diajukan tanpa memperhatikan apakah kegiatan tersebut juga
melanggar undang-undang persaingan Pihak yang meminta, dan tanpa
memperhatikan apakah pihak yang berwenang mengatur persaingan dari Pihak
yang meminta telah memulai ataukah bermaksud menjalankan kegiatan penegakan

di bawah undang-undang persaingannya sendiri.

Disetujui di Washington dan Brussels, dua rangkap, dalam bahasa Inggris
Untuk Masyarakat Eropa (ditandatangani, 2/6/98)

Untuk Masyarakat Batu bara dan baja Eropa (ditandatangani, 4/6/98)
Untuk Pemerintah Amerika Serikat (ditandatangani, 4/6/98)

Investasi dan Persaingan

20. Setelah memperhatikan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTQO) yang
ada mengenai hal-hal yang berhubungan dengan investasi dan kebijakan
persaingan dan agenda yang ditetapkan di bidang ini, termasuk yang tercantum di
bawah Kesepakatan Peraturan Investasi Terkait Perdagangan (TRIM =Trade
Related Investment Measure) dan mengenai pemahaman bahwa pekerjaan yang
dilaksanakan tidak lebih dulu memutuskan apakah perundingan akan dimulai di

masa mendatang, kami juga bersepakat untuk:
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mewujudkan sebuah kelompok kerja untuk memeriksa hubungan antara
perdagangan dan investasi; dan

mewujudkan sebuah kelompok kerja untuk mempelajari permasalahan yang
diangkat oleh para Anggota dimana permasalahan itu berhubungan dengan
interaksi antara perdagangan dan kebijakan persaingan, termasuk praktik-
praktik anti-daya saing, sebagai upaya untuk mengidentifikasikan segala
bidang yang layak menjadi pertimbangan lanjut dalam kerangka Organisasi
Perdagangan Dunia.

Kelompok-kelompok ini bergantung pada masing-masing pekerjaan bila perlu dan
juga bergantung pada dan tanpa prasangka terhadap pekerjaan dalam Konferensi
PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD: United Nations
Conference on Trade and Development) dan forum-forum antar-pemerintah lain
yang tepat. Seperti yang diperkenankan UNCTAD, kami menyambut pekerjaan yang
sedang berjalan seperti yang diperuntukkan dalam Deklarasi Midrand dan
sumbangan yang dapat diberikannya untuk pemahaman permasalahan. Dalam
tindakan pekerjaan dari kelompok-kelompok kerja tersebut, kami menganjurkan
organisasi-organisasi tersebut di atas untuk sebaik-sebaiknya menggunakan
sumber-sumber yang tersedia dan menjamin bahwa dimensi pembangunan
diperhitungkan sepenuhnya. Dewan Umum akan terus menilai pekerjaan masing-
masing badan, dan setelah dua tahun akan menentukan bagaimana pekerjaan
masing-masing badan harus berjalan. Jelas dipahami bahwa perundingan-
perundingan di masa mendatang, jika ada, mengenai peraturan-peraturan
multilateral di bidang ini, hanya akan berlangsung setelah sebuah keputusan
konsensus yang jelas diambil oleh anggota-anggota Organisasi Perdagangan Dunia

mengenai perundingan-perundingan semacam itu.

Interaksi antara perdagangan dan kebijakan persaingan
23. Mengenali kasus bagi sebuah kerangka kerja multilateral untuk meningkatkan
sumbangan dari kebijakan yang mengatur persaingan terhadap perdagangan

internasional dan pembangunan, dan kebutuhan akan bantuan teknis serta

pengembangan kapasitas yang ditingkatkan di bidang ini seperti yang dimaksud
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dalam ayat 24, kami bersepakat bahwa perundingan akan berlangsung setelah
Sidang Kelima Konferensi tingkat Menteri berdasarkan keputusan yang diambil,

dengan konsensus yang jelas, saat persidangan itu pada modalitas perundingan.

24. Kami mengenali kebutuhan dari negara-negara sedang berkembang dan
terbelakang akan dukungan yang ditingkatkan untuk bantuan teknis dan
pengembangan kapasitas di bidang ini, termasuk analisis kebijakan dan
pembangunan sehingga negara-negara tersebut dapat dengan lebih baik
mengevaluasi akibat-akibat dari kerja sama multilateral yang lebih erat terhadap
kebijakan dan tujuan pembangunan mereka, serta pembangunan manusia dan
kelembagaan. Untuk mencapai tujuan ini, kami bekerja sama dengan organisasi-
organisasi antarpemerintah lain yang sesuai, termasuk Konferensi PBB mengenai
Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), dan melalui jalur-jalur bilateral dan
regional yang tepat, untuk memberikan bantuan dengan sumber yang memadai dan

diperkuat guna menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut.

25. Pada waktu menjelang Sidang Kelima, pekerjaan lanjutan Kelompok Kerja pada
Interaksi antara Perdagangan dan Kebijakan yang mengatur Persaingan berfokus
pada klarifikasi tentang: prinsip-prinsip penting, yang meliputi transparansi, non-
diskriminasi dan kejujuran prosedural, dan ketentuan-ketentuan bagi kartel-kartel
inti; modalitas untuk kerja sama sukarela; dan dukungan untuk penegakan progresif
bagi lembaga-lembaga dalam persaingan di negara-negara yang sedang
berkembang melalui pembangunan kapasitas. Perhatian penuh diberikan berkenaan
dengan kebutuhan peserta-peserta di negara yang sedang berkembang atau

terbelakang serta fleksibilitas yang layak diberikan untuk menangani mereka.

Pasal 3: Ruang Lingkup Penerapan dan Yurisdiksi

Bagian 1: Ruang Lingkup Penerapan

(a) Kesepakatan dapat diterapkan pada seluruh pengekangan persaingan dalam hal
Kesepakatan ini mempengaruhi sekurang-kurangnya dua Pihak yang setuju dengan
Kesepakatan ini.

(b) Satu Pihak yang setuju dengan Kesepakatan ini terpengaruh bila mana terdapat

pengaruh ekonomi di wilayahnya atau sebaliknya di perdagangannya, atau warga
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negara perorangan pribadi dari Pihak ini, atau usaha-usaha yang perusahaan
dagang utamanya berada di wilayah Pihak tersebut, ada pemrakarsa atau korban

dari sebuah pengekangan persaingan.

Pasal 4. Pengekangan-pengekangan horizontal

Bagian 1: Kesepakatan, kesepahaman dan praktik yang disetujui bersama (yang
selanjutnya disebut "kesepakatan") antara atau di antara para pesaing yang
menentukan harga, membagi para pelanggan atau wilayah, atau menetapkan kuota
adalah ilegal.

Bagian 2: Kesepakatan-kesepakatan lain antara atau di antara para pesaing adalah

ilegal, bila kesepakatan tersebut secara tidak layak membatasi persaingan.

Pasal 5: Pengekangan-pengekangan vertikal (Strategi-strategi Distribusi)

Bagian 2: Strategi-strategi distribusi tertentu secara konklusif dianggap mencegah,
membatasi atau secara tidak layak menyimpangkan persaingan dan ilegal,

Yaitu:

1. Strategi distribusi yang membantu dalam penegakan sebuah produser atau kartel
distributor.

2. Strategi distribusi yang menetapkan harga jual kembali atau tingkat harga.
Pasal 11: Penilaian terhadap Konsentrasi
Bagian 1: Kekuasaan untuk menghalangi Persaingan yang Efektif
(a) Sebuah konsentrasi yang menciptakan atau meningkatkan kekuasaan satu
atau lebih usaha-usaha yang diperhatikan, baik secara terpisah atau
bersama-sama, untuk menghalangi persaingan yang efektif di pasar yang
sesuai, dilarang oleh Autoritas Anti-trust Nasional.

Pasal 13: Restrukturisasi

Bagian 1: Perintah restrukturisasi
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Jika di pasar yang non-kompetitif dan sangat terkonsentrasi struktur pasar
mendorong penyalahgunaan yang terus-menerus yang melibatkan penggunaan
kekuasaan pasar yang signifikan yang secara merugikan mempengaruhi sekurang-
kurangnya satu Pihak lain Autoritas Anti-trust Nasional akan memerintahkan
restrukturisasi usaha itu. Perintah tersebut harus dijalankan dengan penyelidikan
sektoral, yang mana Autoritas Anti-trust Nasional harus diberdayakan dengan
hukum nasional.

Pasal 17: Autoritas Anti-trust Nasional

Bagian 1: Lembaga Autoritas Anti-trust Nasional

(a) Masing-masing Pihak yang setuju dengan Kesepakatan ini mewujudkan sebuah
autoritas anti-turst nasional untuk wilayahnya sendiri. Di dalam organisasi-organisasi
perekonomian regional, menjadi Pihak yang setuju dengan Kesepakatan tersebut,
sebuah autoritas anti-trust yang terpusat dan autoritas anti-trust nasional yang
bertahan ada dari negara-negara anggota dipahami secara sejajar sebagai anti-trust

nasional yang termaktub dalam Kesepakatan ini.

Pasal 19: Autoritas Anti-trust Internasional

Bagian 1: Lembaga Autoritas Anti-trust Internasional

(a) Pihak-pihak yang mengadakan kontrak mewujudkan sebuah Autoritas Anti-trust
Internasional dan bersepakat pada sebuah Undang Undang Autoritas. Autoritas Anti-
trust Internasional dikepalai oleh seorang Presiden dan sebuah Dewan Anti-trust
Internasional. Autoritas Anti-trust Internasional akan bekerja dalam kerangka

kelembagaan dari Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT).

Bagian 2: Kekuasaan Autoritas Anti-trust Internasional

Tanpa prasangka terhadap ketentuan-ketentuan lain dalam Kesepakatan ini
Autoritas Anti-trust Internasional memiliki kekuasaan sebagai berikut:

(b) Autoritas Anti-trust Internasional memiliki hak untuk mengambil tindakan
melawan autoritas anti-trust nasional dalam kasus-kasus individual atau kelompok

kasus di hadapan pengadilan nasional, bilamana sebuah autoritas anti-trust nasional
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menolak untuk mengambil tindakan-tindakan yang layak melawan pengekangan
individual terhadap persaingan.

(c) Autoritas Anti-trust Internasional memiliki hak untuk menggunakan orang-orang
atau usaha-usaha pribadi sebagai pihak-pihak atau pemrakarsa yang didakwa atas
sebuah pengekangan persaingan di hadapan pengadilan nasional yang meminta
larangan terhadap eksekusi pengekangan tersebut.

(d) Autoritas Anti-trust Internasional memiliki hak banding nasional meskipun ketika
badan tersebut bukan suatu pihak yang menjadi kasus tapi pada kondisi yang sama

sebagai pihak-pihak yang menjadi kasus.

Misi dan Kegiatan ICN

ICN (Jaringan Persaingan Internasional) merupakan jaringan informal yang
berbasis konsensus dan berorientasi proyek dari agen-agen anti-trust dari negara-
negara maju dan sedang berkembang yang akan memperhatikan penegakan anti-
trust dan isu-isu kebijakan yang menjadi kepentingan bersama serta merumuskan
proposal untuk konvergensi yang prosedural dan substantiv melalui agenda dan
struktur yang berorientasi hasil.

ICN mendorong penyebaran pengalaman anti-trust dan praktik-praktik terbaik,
mempromosikan peran advokasi dari agen-agen anti-trust dan berusaha untuk
memudahkan kerja sama internasional.

Kegiatan-kegiatan ICN berlangsung berlandaskan suka rela dan bergantung
pada niat baik yang tinggi serta kerja sama di antara yurisdiksi yang terlibat. ICN
membangun banyak kontak yang baik yang telah ada di antara organisasi-
organisasi yang peduli.

Pekerjan ICN digerakkan oleh proyek. Selama rapat-rapatnya yang terjadwal
teratur, ICN memutuskan proyek-proyek mana yang akan dikerjakan dan akan
mengadopsi sebuah rencana kerja untuk setiap proyek.

ICN tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau mengkoordinasikan
pekerjaan organisasi-organisasi lain, atau pun akan menjalankan fungsi pembuatan
peraturan.

ICN memberikan kesempatan bagi anggota-anggotanya untuk memelihara
kontak-kontak yang teratur, terutama melalui konferensi tahunan dan rapat yang

membahas kemajuan.
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Pada waktu ICN mencapai konsensus mengenai rekomendasi yang berasal
dari proyek-proyek tersebut, konsensus tersebut diberikan kepada agen-agen anti-
trust individual untuk memutuskan apa dan bagaimana menerapkan rekomendasi

tersebut melalui persiapan unilateral, bilateral, atau multilateral selayaknya.

Keanggotaan ICN
Anggota adalah agen-agen dalam persaingan nasional dan internasional yang

dipercayakan dengan penegakan undang-undang anti-trust.
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